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DAFTAR ISI

Surat Keputusan Kepala Dinas Perindagkukm Kabupaten Kebumen tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Berbasia Resiko
pada Dinas Perindustian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen.

SOP Sekretariat

Pengelolaan Surat Masuk;

Pengelolaan Surat Keluar;

Penanganan Keluhan/ Aduan Masyarakat;

Pengeiclaan Barang Inventaris;

Usulan Kenaikan Pangkat;

Kenaikan Gaji Berkala;

Pembuatan Surat ljin Cuti;

Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah;

10. Penjatuhan hukuman disiplin Pegawsi pada Perangkat Daerah;
11. Pengajuan Surat Perintah Membayar LS Gaj;

12, Pengajuan Surat Perintah Membayar Tamsil;

13. Pengajuan Surat Perintah Membayar LS Barang/Jasa;

14. Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (UP);
15. Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan;
16. Pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang {TU);
17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

18. Penyusunan Dokumen pertanggungjawaban perangkat deerah; dan
19. Laporan keuangan perangkat daerah,
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Bidang Perindustrian
20.Fasilitas| Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) *.

V. Bidang Sarana Perdagangan

21. Palayanan Perijinan Los/Klos Pasar



V. Bidang Pengembangan Perdagangan
22, Pelayanan Tera / Tera Ulang di Kantor;

23. Pelayanan Tera / Tera Ulang di UTTP Terpake, Tempat UTTP Terpasang
Tetap, Gedung Importir, Pabrik atau Laboratorium lain;

24, Penanganan Pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP antar Unit Metrolegal;

25. Pengeiclaan Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;

26, Pengelolaan Cap Tanda Tera (CTT); dan
27. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operazional UML.

V1. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
28. Pelayanan BBM {Bahan Bekar Minyak);
29. Fasilitasi 0SS (Online Single Submission);
30, Fagilitasi Ijin Halal;
31, §jin Pendirian Koperasi;
32. fjin Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi;
33. Ijin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
34, jjin Pembukaan Kantor Cabang dan Mediasi Permasalahan Koperasi;
dan
35. ]jin Pengawasan Koperasi.
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SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDACANGAN, KOPERAS] USAHA KECIL

DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 060/ 32 20 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ADMINISTRASI FEMERINTAHAN RERBASIS RESIKQO PADA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA

Menimbang

Mengingat

KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEEUMEN

KEPALA DDINAS

a. bahwa dalam mewyjudkan kinerja Administrasi
Pemerintahan yang optimal untuk mendukung program
reforrnasi birokrasi bidang tata laksana, diperlukan
standar operasional prosedur administrasi
pemerintahan berbasis resiko dalam penvelenggaraan
tugas-tugas pada Dinas Perindustcian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten
Kebumen;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Usaha Keeil Dan Menengah Kabupaten Kebumen
tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan Berbasis Resiko pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah Kabupaten Kehumen.

1. Undang-Undang Noemor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kelerbukaan Inforrmasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomaor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038});



Memperhatikan

4.,

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintash Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalamn Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 4890);

Peraturan Pemerintalh Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

FPeraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupsaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 183);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kebumen;dan

Peraturan Bupati Kebumen Nemor 119 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organiszasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,

Perdagangen, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Kebumern.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

; Standar Operasionad Prosedur Administrasi Pemerintahan

Berbasis Resiko pada Dinas Perindustrian, Perdagengan,
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen
dengan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran [
dan Register Resiko sebagaimana Lampiran [ Keputusan

mi.

: Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU bertujuan untuk :

a. menyempumakan proses penyelenggaraan pemerintahan;

b. i tertib administrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan;

¢. meningkatkan akuntabilitas daelam penyelenggaraan
pemerintahan;

d. pengendalian  atas  penyelenggaraan  kegiatan
pemerintahan; dan

e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Berbasis Resiko pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
a. Sekretariat (19 ) Sembilan belas SOP ;

Bidang Industri (1) Satu SOP;

Bidang Sarana Perdagangan (1) Satu SOP;

Bidang Pengembangan Perdagangan {6) Enam SOP : dan
Bidang Koperasl Usahe Kecil dan Menengah (8) Delapan

80P.
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: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Berbasia Resike sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagai standarisasi cara yang dilakukan Aparatur
Sipil Negara dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi
tugasnya dalam pemberian pelayanan internal maupun
eksternal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen,



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KEB%A:?E:M?NENGAH
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEFALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGCAN, KOPERASI USAHA

KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN

NOMOR 060/ /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAFAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BERBASIS RESIKO PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANCAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI UUSAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Stander Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten
Kebumen sebagai berikut :

1. Sekretariat dengan judul Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pernerintahan terdiri dari :

a. Pengelolaan Surat Masuk;

b. Pengelolaan Surat Keluar;

¢. Penanganan Keluhan/ Aduan Masyarakat;

d. Pengelolaan Barang Inventaris;

e. Usulan Kenaikan Pangkat;

f. Kenaikan Gaji Berkala;

g Pembuatan Surat Jjin Cuti;

h. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

i. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah;

j- Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai pada Peranglat Daerah;
k. Penggjuan Surat Perintah Membayar LS Gaji;

1. Penggjuan Surat Perintah Membayar Tamsil;

m. Pengajuan Surat Perintah Membayar LS Barang/Jasa;

n. Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (UP);

0. Pengajuan Surat Perintah Membayar QGanti Uang Persediaan;
p. Pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (TU);

g. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

r. Penyusunan Dokumen pertanggungjawaban perangkat daerah; dan
8. Laporan keuangan perangkat daerah.

2. Bidang Industri dengan judul Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan “ Fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tanggn
(SPPIRT) *.

3. Bidang Sarana Perdagangan dengan judul Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan * Pelayanan Perijinan Kios/Los Pasar ©.



4. Bidang Pengembangan Perdagangan dengan judul Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri dari :

a.
b,

meop o

Pelayanan Tera / Tera Ulang di Kantor;

Pelayanan Tera / Tera Ulang di UTTP Terpake, Tempat UTTP Terpasang
Tetap, Gedung Importir, Pabrik atau Laboratorium lain;

Penanganan Pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP antar Unit Metrolegal,

. Pengelolaan Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;

Pengelolaan Cap Tanda Tera (CTT); dan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional UML.

5. Bxdang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

TR e a0 g

Pelayanan BBM (Bahan Bakar Minyak];

Fasilitasi OSS (Online Single Submission);

Fasilitasi [jin Halal;

ljin Pendirian Koperasi;

ljin Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi;

ljin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

ljin Pembukaan Kantor Cabang dan Mediasi Permasalahan Koperasi; dan

. ljin Pengawasan Koperasi.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERAS! USAHA KECIL DAN-MENENGAH
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LAMFIRAN Il

KEPUTUSAN DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERAS] USAHA

KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN

NOMOR 060/ JTAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BERBASIS RESIKOQ PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
KEBUMEN

REGISTER RESIKO PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Register Resiko Pada Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecli Dan
Menengah Kabupaten Kebumen terdiri dari :

b I O o
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Pengelolaan Surat Masuk;

Pengelolaan Surat Keluar;

Penanganan Keluhan/ Aduan Masyarakat;

Pengelolaan Barang Inventaris;

Usulan Kenaikan Pangkat;

Kenaikan Gaji Berkala;

Pembuatan Surat Jjin Cuti;

Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah;

Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai pada Perangkat Daerah,;

. Pengajuan Surat Perintah Membayar LS Gaji;
. Pengajuan Surat Perintah Membayar Tarmnasil;
. Pengajuan Surat Perintah Membaysr LS Barang/Jasa;

Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (UP);
Pengajuan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan;

. Pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (TU);

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Penyusunan Dokumen pertanggungjawaban perangkat daerah;
Laporan keuangan perangkat daerah;

Fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT);

. Pelayanan Perijinan Kios/Los Pasar;
. Pelayanan Tera / Tera Ulang di Kantor;



23. Pelayanan Tera / Tera Ulang di UTTP Terpake, Tempat UTTP Terpasang
Tetap, Gedung Importir, Pabrik atau Laboratorium lain;

24. Penanganan Pelayanan Tera, Tera Ulang UTTP antar Unit Metrolegal;

25. Pengelolaan Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;

26. Pengelolaan Cap Tanda Tera (CTT); dan

27. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional UML.

28. Pelayanan BBM (Bahan Bakar Minyak};

29. Fasilitasi OSS (Online Single Submission);

30. Fasilitasi ljin Halal,

31. ljin Pendirian Koperasi;

32. ljin Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi;

33. ljin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

34. ljin Pembukaan Kantor Cabang dan Mediasi Permasalahan Koperasi; dan

35. ljin Pengawasan Koperasi.

Jabatan Paraf | Tg!
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KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN"-
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REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN

NAMA SKPD/OPDVUPT  : Dinas Perindagkukm Kabupatan Kebumen
Tujuan : Memberikan Pelayanan Administrasi Umum dan Standar Pelayanan Minimal
Pemyataan Risiko i Risiko T
lo.| Mama Kegiatan | Tujuan Kegiatan Mo, Pernyataan | Sebab Ris ““~| Dpampax | nyangAda| K | D Skor Peringkat | pengendalian punanggung | o
7| Risiko y risiki —_ jawab
(4] 2 (3 4} () (8 (7 (8} k] (1o j11)| nzE=10 e N (13} (14) {15) {18)
Umum dan
Kepegawalan
1 |Pengeiolaan Surgl (Helencaran dalam| 1) Tedambal 1. Undangan |C Kemugian waktu |Pembaritahuea 2l 2 4|5 Terntib Pengelola B0 moenit
Masuk proses hadir di balum sampal {Pertemuan 1 kepada Fengeiolaan Slral
pengelolaan sural partemuan algma tenunidal personil surat
{ kegiatan lepal kegiatan medalul
wakiu ) rriundur) leiepon { HP
2. Undangan Perlu inovas
belum pengelola
ditieposisi surat
2| Sural tidak Wakiu c Kergian wakiu |Pangelala 2 2 45 FPengelala sural |Péengelola B0 menit
lengkap (lidsk [mendesak ({ Parlemuan sural parlu membsaca |surat
gda lampiran tertundal mengecok ke Surnl Secara
lamplran titditk kisgialan pangitim lengkap
sesual dengan mundur) syurat
pasihal surat)
3| Disposis] surat |Inti surat c Surat ledambat |Pengelola a 2 415 Fengelola surat |Pangeiola E0 mentt
kurang lepat  |kurang jelas ke Sekrotars /  sural peru membaca |surm
Kepala Bidang  |klarifikasi sural secara
kepada lvngkap! don
Kepala Dinas bisa berinovasi
(pembwn
disposis)
2 |Pengelolaan Surat  [Melancaran dalem| 1| Surat teramist |1 Tujuan dan |C Kearugian wakty |Pemberilahua 21 2 4|8 Tedlb Pengalola 80 menil
Keluar proses: sampai alamat |lsl surat belum (Pertomuan i kepada Fengeioinan surat
pangeloiaan suratl lerakormodir tertundod parsanil sural kefuar
[ keglatan tepal keglatan melalul
wakiy ) murging talapon / HP
2. Rapat / Kegintan fidak | Perlu inovasi
kegiatan tercapal pangeiola
tertunda surat




Risiko

bararg

:... | T = g 1 S e e | | = ] u,‘;‘.l_:!n | P!u‘mam | - il W' L',MF.“L“-.\_ e Rkt T Tm-
1 (2} (3) 4) {5) (&} 7} (8] (9} 1o (1) (12)=10x 11 (13 {14) (15) {18)
2|Surat Udak Wakiu c Adenys mis Pongelols 3 2 4B Fengelola surat |Pengelola B0 meni
langknp (tidak |mendesak komunikasi syrat pordu membaca |sural
ada lampiran / dengan tjuan/ [mengecek ke surst secara
fnmpiran Udak il surat peneima longkap
spsuai dengan sural
panhal sural)
3| Dispastsi Deal |Inti surat c Surat terfambal |Pengelol 2 2 413 Fangeloln sural |Pengelila B0 menil
sural kurang  [kurang jelas ke alamat sural pedu membace |sural
jelas teruju kianfiknsi draf sural
kepada senana lengkap
(pember dan tiza
tispusisi) Lernovas|
3 |Penanganan Tercapainya 1|Pelaksana Kotak aduan, |A Palaksana tidak | Pada wikio 1 2 2|5 Fenjngkatan Dinas | 1 bulen
kelyhan/ adugn koordinasi dan tidak permah [tidak kelihatan tahu analisis  |perfemuan kordinasi antar | pelaksana
masyargkat konsultas: mendapal kebutuhan finsak pomanghu kegiatan
penerapan dafiar adean masyarakal. dibagikan/ jubatan/ [nansi
langkah- langkah sampaikan dalam wilayah
pEnanganan angket sunva skup kabupaten
keluhan kepuasan
fasyarakat masyarnkat
2|Masyarakat!  [Masyarakal/ (B |Informas) Paningkatan 2 2 415 Peningkatan  |Dinns | 1 bulan
pelanggan pelanggan kebituhan kapaciti kordinasi anfar  |pelaksana
kurang pedull  |merasakan masyamkal infarmast, pemangku Keglatan
sudsh ticlnk lerserap  |melohd |nbatan/ inlans
Myaman, puas secam Washhp, dilam wilayah
maksimat skup kahupaten
4 |Pengelolaan Barang |Keakuratan Data 1|Selisin Nilpi  |1.5aldoawal |C Adanya kendala | DD verilikas 1| 2 2|8 Permalionan Pengeloln 12 buian
Imvantaris BMD Maminal neraca belum dalam lapoman  |ulang Eintek unbik BWMD
lercatal ASPAK pengeloln BMD
dangan benar
2. Biaya Nilai Laporan 2 2 4|5
atribusi belum Keuangan tiday
dimasukan ke sama dongan
harga Milai laporan
parolehan Asad




: 3 3 T ,H!-ﬁ ’ | '-Hm.u - N
o ] [ ReIALn] L Seteb ml‘»’mw Dampak | nyangada | K | 6| stor gk
(1) 12) {3) {4) {51 (&) in 18) {2) (10) [{11)| (12)=10 = 11 (13) (14) {15) {18)
2{Seligih Jumlah |Kesalahan c Adanya kendala |Dalam 2 2 @ Paimohonan Pengalala 12 Bulan
barang datam dalam laporan  |pengaraan Sintek untuk 8mD
pencatatan di ASPAK laparan peiu pengelala BMD
SIMDA pendampinga
n
Petugas salah
memasukan ke
catom jenis
barang
5 | Usulan Kenaikan  |Penyampaian 1 |SK Kenaikon  |Usulan €  |Kerugian Pembaritahua) 2[ 2 4 Femberitahuan [Pengelola 1 Minggu
Pangkat barkns kepalkan Pangkal belum [tedambeat Finansial i kepada Ybs dilakukan Kepegawaian
puangkat dapat kesejahleraan  |dan Ka, melalul
diterbitkan/ lertunda ) UPTD WA Suml alau
lertunda dalam forum
rapal.
Berkas lidak
lengkap
Pengolola Pangelola Dilakukan
Kegawaian Kepegawaian Fencermalan
Kurang cermol Parlu lebih dan penelitian
dan tidak telfi carmat dan berkas satu
telin dalam persaly
verifiknsl
berkas usdlan
6 |Kenaikan Gaji Penorbitan Surat | 1 [Surat Kenaikan |Usulan C  |Kerugian Membuat g 2 4 Fembertahuan |Pengelola bl
Beikala Hemikan Gajl Gaji Berkala [tedambat Finansial { st dilakuman per  |Kepsgawaian
Berkala jepal belum dapat kesejahleraan  |pembarntahun sEmesier
waklu diterbitkan/ ferfundal gaji  |n kepada Ybs
tarfunda KGH ndgak tapal [dan Kopals
wakiu | UFT tentang
prosedur
wsulan
Eenaikan Gajl
Berkaln




WH:M&B i i i —— i == i Rigiko = -.I E : [ = ;
| - S | o e o || Umlan | Pangendalia _ ategorl/ |  Rencana Pemilik risikal Target
No.| NamaKegiatan |Tujuan Kegitan| | Pernyaiaan | Sebab Risiko (UCICl o 00 '*f‘ﬂil‘ﬁﬂ#ﬂl“ Rl [ RSl m | o WM‘
ol i Pt _ | . | dsiko | it
(1) {2) (3 i4) (s (&) i7) (&) (9) (10} | (11} (12)=10 x 11 (13) (14} (15) (16)
Bearkas tidak
lengkap
Pengatola c 1. Pangelola 2 3 e|s Mengitimkan  |Pengelola
kepegawalan kepagawaian Bintek pengelola | Kepagawsian
kurang cemmal parlu kepsgawaiarn
dan tidak teliti mampelajarn
kembali
paraturan
porundang-
undanfan
yang berlaku,
2. Parlu lehih Chlakukan 10l
carmal dan Penceratan dan
Laliti dalam penalition
verifikam berkas satu
berkas usulin porsaly
Pejabat yang Peariu inavasi & 2 413 Fengeloln =engeloia
menandatanga dari pengelela kepegawaan Kepagawalan
i tidak di kepegawaian akii
tempat mengingalkan
kepads pejabal
penandatangan
7 |Peinbustan surmt ifin |Peiaksanaan cut) 1| Cuti sudah Permohonan |G Pelgksane cull  |Pembarian 1] 2 215 Mohon-adanya |Dinasf 12 butan
cutl bajjatan dengan perjalan, telum (cuti mendadak tidak morasas  |sural cuti kordinasi teknis (pelaksana
] memegang nyaman menyusul dangan Eégiatan
surat eull Kasubag T.U
untuk langkah-
langkah
antistpasi
keterlambatan
permohonan
cull
2|Cuti tahunan  [Mengambll cutijlC Sebagian Babagian 2 2 415 Pemberian cuti |Dinas / 12 buwan
sudah hahis,  |di awal tahun kegialan s2sast [lugas harus selektilf  |pelaksann
tetapl ada terkendala kegialan ai jungan seliap  |kegiatan
kirpentingan limpahkan ke Fermintaan
mendadak Stal dikabulkan;




akiif

Pemyataan Risiko Risiko L =N
No.|  Nama Kegiatan | Tulian Kegiatan|, | Pemyataan | Sebabisiko |ucic| Umian  |Pengendatia] T T Tategori| Rencana |FRIEESME) Tamet
1} (2 (3 i4) (5) (8) 7 () {9) (10} | (11}| {(12)=10 = 11 (13) (14) (15) (16)
8 |Fenyusunan Tersusunnya 1|Pengetikan Pembukaan |C  [Belum Fermohonan 1l 2 2|18 Mehon kepada  |Dinas/ 1 mingau
Sasaran Kerja lugas dan SKP di Simpeq untuk memasukan pembokaan SEMUA pelaksana
Pegawal PNS/ASN |kegiatan PNS Simpeg, online di batas SKP, Simpeg.  |Simpeq ke FMNS/ASN uniuk |kegiatan
Larbagi habis i terkendaia dengan wakly sudah di lutup  |operator menyiapkan
SKP simpeg uraian lugas di
BKPPD tulan Desembear
2| Adanya Findah instansi|C  |Membuat SKP | Di akhir lahun 2l 2 415 Apabila ada Dinas / 1 minagu
parubahan =aju tahun 2 periu kajelian PNS pindah pelaksana
SKP kali dalam Instansi untuk  [kegiatan
pEnyusLnan segera Onlineg
PPKP SKP di Instansi
taru
9 |Perjalanan dinas Perjalanan Dinas | 1 [Menjalankan  [Surat yang C  |Kerugian Membual 2] 2 415 Peningkatan Dinas! 1 Minggu
Dalam Daerah dan  |beralan cepal, lugas/ terkail balum Finansial ( Sural Tugas/ Informasi Pengelola
Lugr Daerah lepal, lancar dan melaksanskan (sampai alamat kesejahteraan  |SPPD dengan Telpon, [sural
nyaman, perjalanan terunda ) sabelum HP, Wash Up
belum dispo alay email,
membawn pimpinan
Sural lugas/ {urun
SPPD
Disposisi surat Pemberitahua
salah Bidang n melalu
[Bagian WashUp
fang Pengeiola
difugaskan urat dan
mendadak ada bagian
kepantingan! peETguUrLSan
Lugas lain Sural lugas
dan SPPD




Pernyataan Risiko Risiko
(1) 12) (3) {4) {5 (8) in (&) (8 (10)|(11)] (12)=10 x 11 {13} (14) [15) (16)
10 |Penjatuhan Tarfjaminnya Adanya laporan|Kelidakdisiplin Kerugian Drilakukan 2l 2 4 Dilakukan Dinas! 1 Minggu
hukuman disiplin katentiban dan tentang dugaar (an ASN dalam waktulenaga |peringalon x2 mlalii rapat Fangeloln
ASN kelancaran kesilahan ASN |malaksanakan dan Disya bagl  |untuk Bidak rapal sosinlsgs) | sl
pelaksanaan pekerjann ASN metakukan pemluran
lugas pokak dan kesaiahan
fungsi PNS,
Mendarong
peningkatan
kinerja dan
perubahan sikap
dan parilaku PNS
sern
Meningkatkan
hedisiplinan PNE;
Perencanaan dan
Hauangan
11 |Pengajuan Sural Teraksananya 1|Gaji Terlambal [Dokumen SPP{C | Gajl PNS Juknis SPP- 4] 2 B B Fembuatan Cak |Peaggunn 1 Minggu
Parinlah Membayar |Pembayaran Gajl dibayarkan Dana LS Gajl Terunda Bana LS Gajl Iest kelengkapan (Anggaran
LS Gaji Tepat Wakiu tidak lengkap EPP Gajl
2|Polongan gajl  |Date polongan |C Kerugian Koordinasi 4 2 8 5 Pambuaian Pengelola gaji |1 bulen
tickak Bkurad gaji pegawai fimancial bagi  (dengan pihak tanggal
dar pitiak karayawan katiga penglimean data
ketiga tidak masakah
{epal wakiu
12 [Pergajuan Surat Tadaksananya Panerbilan Dokumen SPP{C Pencairan Juknis SPP- 4 2 8 5 Kelengkapan
Perntah Membayar |pengajuan Tamsil SPPD tidak SPM tidak tamsil fefambat | SPM Tams!l Dokumen SPP-
Tamsll tapal wakiu tepat wakly lengkap SPM Tamsil di
cek lsl
13 |Pengajuan Sural Tedaksananya 1|Panarbilan Dokumen SPP-(C Pencairan Gartl|Juknis SFP- 4 2 8 5 Pombuatan Cek |Kuasa 1 Minggu
Perinlah Membayar |Pengajuan SPM SPPO dan SPM L5 tidak Tambahan SPMLS list kelenpkapan [Pengguna
LS Barang/Jasa LS tepat waklu SPM LS tidak - |lengkap Uanyg leriambal EPP-SPM LS |Anggaran
tepat wakiu
C Kinerin OFD  |Rentana 4 2 8 8 Fenjadwalan Pengouna 1 Minggu
terhambat Angparan Kas pliing anggaran |Anggaran
kis




TPemyataan Fisiko Risiko e
i e B B A e Pengondalia| [ vasegori |  Rancana |Fem RSN Targer
(1) [2) (3) {4} (5) (5) 7 8) 9 {10} (1) | (12=10 % 11 {13} {14) (15) (18)
14 |Pengajuan Sural| Terizaksananya 1| Penearbitan Dokumen SFP-C Poncalran Uang fJuknis SPP- 4 2 8 = Pembuman Cek |Pengguna 1 Minggu
Ferintah Pangajuan SPM SPPD dan UF tidak Fersadiaan u= list kelengkapan (Anggaran
Membayar Uang |LUP tepat wakto SPM UP tidak |lengkap Terfambat SPP-SPM UP
Persediaan (LIP) tepal wikiu
2|<egiatan pada |Dana balum  |C Kingrja GFD Rancana 4 2 8 5 Penjadwatan Fengguna 1 Minagu
masing-masing |tersedia 1erhambal Angoaran iKas utang anggaran |Anggaian
Didang/seksi kas
lidak berjalan
15 |Pengajuan Surat| Terlaksananya 1|Penerbilan Dokumen SPPHC Peancairan Ganli]Juknls SPP- 4 2 ] g Pembiuatan Cek |Pengguna 1 Minggu
Fetintah Pengajuan SPM SPPD dan 5PN GU tidak Uang =M GU list kelengkapan [Anggaran
Membayar Ganli|GU lepal wakiu SPM GU tidak |lengkap Persediaan SPP-BPM GU
Uang tepat wakiu tadambal
Fersediaan
(GU)
2 Dana belum  |C Kinerja OPD  |Rencana 4 2 8 s Penjadwalan Pengguna 1 Minggu
Kegistan pada |lersedia terhambal Adgaran Kas ulang anggatan [Angaeian
masing-masing kas
cidangfaeksi
tidak berjaian
16 |Pengajuan Surat| Terdaksananys 1|Penerbitan Dokumen SPP-4C Pencairan Ganti|Juknis SPP- 4 2 E 5 Pembuatan Cek |Pengguna 1 Minggu
Peiintah Pengajuan SPM SPPD dan SEM TU tidak Tambahan S M TU list kelengkapan |Anggaran
Membayar TU tepat wakiu SPM TU tidak |lengkap Uang terlambat SPP-SPM TU
Tambahan Wang tapal wakiv
[4L0)]
2 Dana belum |C  |Kinerja OPD  |Rencana 4 2 8 -] Penjodwalan  [Pengguna 1 Minggu
Wegiatan pada |lersedia terhambal Adpgaran Kas ulang anggaran |Anpgaran
masing-masing kas
bidang/seksi
tidak baralan
17 |Penyusunan Menyelaraskan 1 |indikator dalam |ada kebijakan |C Penyusunan Mengusulkan 2 2 4|5 Mengusulkan  |[Kasubog PK |2 BL
Dokumen program dan dokumen yang bamn aulpul RHEA sural pada sural pada
Perencanaan  |keglatan Renja ldak muneul tesjadi kendala |Kepala Kepaia Daerah,
Perangkal Perangkal Daerah selaras Dasrah dan memasukan|
Cawvrah Kabupalen Indikator pada
Kabumen sesual Renjn
Rencana Peruliahan
Slratagis




No. | Nama Kegiatan | Tujuan Keglatari| | Pernyataan | Sebab Risiko |UC/C|
| JI > Rislko! | ol
(1) {2) {3 (4) (5) (&) N (&) {9 (10} | [11}] (12j=10 x 11 113} (14) (15) (18)
18 |Penyusunan Wl e e 1 <efetambatan  |Data belum € |Tidak bisa Koondmesi 3 4 iz Tirgg: mambatikan Hepals Bagian | 4 bulan
Dokumen Ketakan umum sanyelesaian | |manuk ke MEnyLsun pottalpon sural penngatan Ompenisssl  |{Desembe’
Pertanggungjaw [ Pamefintzhan senpampalan |subag eapaign kinerja  |emall dan ke Parangkst s.d Mata)]
abzn Perangkat. |Saerah yang -KiIP Peranghat | Kepegavaian pEngGAman Daerah agaf
Danrah transsaran gan Jaeiah ke dan kinerna surmt ke segeia
akuriabel Sagan Parangkat manyampalkan
Jrganisasl Dawrah LEHF
Saiana dan C  |Dokumen LKES |Sarana 1|2 2 sangal Hapals Bagizn | 3 bulan
prosaran di lersumun idak  |prasarana rendah Orgenizaal Januart -
Perangkat tepat wakti setnlu dalam Maret
Daarah fidak kondisl siap
mendukung pakal
(s e,
kamputel nusak
il
SOM fiduk C  |Hualitas LEJP |- koordinasi T |2 [] Moderat Kepais Bagan | Janan -
menguassl cara tidak aesual por@iepen Crgsnisaal Margl
mEnyisun oturan Ménpan. |- panginman
LKJIP RE sLitat
pemberiahuan
Farangkat
Dasmh
- fapat
koardingsi
- mangadakin
K nik
draft LLIIP C |LEJP ferfnmbat [memintasaltcy 3 | 2 6 mogerat Kepaia Bagan | 1 minggu
bolusn dicatak dan Organizasl
ditandatangan aiirim ke Bupah
pimpinan GPD.
parena tidak
ditempat
18 |Penyusunan Terscsunnya “etetambatan  |Hurang C |Trdak B4 Iy 2 E|modarat matakikan Pimpmian semester |
Laporan Laparan Keuangan LAPCEAn lengkapanys lercapainya Shnkronisasl einkronisasi dats |peranghkat dan i
Keuangan GPD RETEL R data laporan targat wakiu Data LRA dan tapomn Diaeran
Perangkat keuangan penyusLnan Lo kauangan yang
Daseah laporan tardinl LRA LO,
Keuangan MNeraca, LFE dan
Eopaohdas ICalk




PR RIING Risiko Ll by
i i o i i e Pengendalia "~ [ Kategorit | Rancana [Pemilerisikol gy p0
No. | Nama Kegiatan | Tujuan Kegiatan No.| Pemyataan Sebab Risiko [UCIC) nyangAda| K | D Skor | Peringkat | pengendalian penanggung Wakty
i1 (2) (3) (4) (5} |6) {7} (&) &) (10} | (11} ] {12)=10 x 11 (13 (14) (185) (18)
20 |Fasilitasi Membaniu 1|Peseria tidak  |ada kegiatan |C Pasartn yang  |Menekankan 2 2 4| Sedang Manyusun SOP |Bidang 2 bulan
Sertifikal IMamiasilitasi hadir pada saat |lain dari memahami kepada fasilitasi SPP-  |Perindustrian
Proeduksi IKM dalem wegiatan peserla matern tidak posenta IRT
Pangan Industn |rangka oenyuluhan sebanyak yo  |tentang
Rumah Tangga |mendapakan SP- wEamanan diharapkan pintingnya
(SPP-IRT) PIRT pangan kehadiran
2|Produk yang di |proses C hasil uji lab Membenkan 2] 2 4
uftkan tidak produksi, lidak folos pemahanan
‘alos ujl lab Bahan baku, lentang
pangemasan penlingnya
kurang higienis proses
produksi yang
higlenis
3| Dilakukan piTses c dilakukan Memberikan 2l 2 4
Kunjungan preduksi libur, kunjungan pemahaman
lapangan 2 kall [tempat lapangan ulan / |lentang
preduks) ijin SPP PIRT |surana
kurang tidak keluar prasarana
memenuhi produksi yang
syaral memenuhi
standart,
belum ada
conlinuetas
produk
= Kebumaen, 10 Mel 2022
KEPALA DINAS/PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KE DAN MENENGAH KABUFATEN ﬁEEHHEH
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Nomor SOP 1896/ ....
Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019 -
‘Tanggal Revisi 10 Mei 2022
Tanggal Efektif 10 Mei 2022
‘Disahkan Oleh KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH 7, X\
DINAS PERINDUSTRIAN, 2\l
PERDAGANGAN, KOPERASI | \ '}
USAHA KECIL DAN Drs. FRAS Y |
MENENGAH Pumhiwaﬁ”
NIP. 1968123 001
Nama SOP Penanganan Surat Masuk
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenagaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentana Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan di  Lingkungan
Pemkab. Kebumen.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, |

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

. Memiliki kemampuan
administrasi perkantoran.
Memiliki kemampuan
mengoperasikan komputer

KETERKAITAN
1. SOP yang terkait dengan SOP Penanganan Surat

| PERALATAN PERLENGKAPAN
| 1. Laptop / Notebook.

Masuk 2. Printer.
2. Buku Surat Masuk dan Lembar Disposisi 3. ATK.
PERINGATAN 'PENCATATAN DAN

Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan
mengakibatkan  keterlambatan  informasi
| informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat walkty,

dan

PENDATAAN




SOP Pengelolaan Sural Masuk

Palaksana Mutu Baku Ket
No Aktivitas Pengadminis- |Kasubbag Umum Kapaiy
Sekretaris Perangkat Kelengkapan Waktu Output
trasi Umum Kepegawaian 0
aerah
1 |Menenma berkas/surai masuk, Sural masuk Smenit |Surat masuk yang
meregistrasi surat masuk kedalam sudah dilengkapi
buky sural masuk, membuat lembar lembar disposisi
disposisi dan menyampalkannya -
kepada Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
2 |Menerma, membaca, memaral lembar Surat masukyang | 10menit |Surat masuk yang
disposisi, dan meneruskan sural sudah dilengkapi sudah ada paraf
masuk ke Sekretarls lembar disposisi K.asubbag Umum
dan Kepegawaian
3 |Menenma, membaca, memben catatan Sural masukyang | 10 manit |Sural masuk yang
dan menglaah sural masuk kepada * sudah ada parafl sudah berisi
Kepala Dinas Kasubbag Umum catetan dan
dan Kepegawaian dipzaraf oleh
Sakresins
4 |Membaca, menaiti dan membuat Sural masuk yang | 10mend |Sural masuk yang
disposisi sural masuk e bawahar sudah berisi sudsh dibubuhi
i catatan dan disposisi dari
diparaf oleh Kepala Organisasi
Sekrealris Perangkatl Daerah
dan sudah
diparaf oizh
Sekrelans
sebzlumnya
5 |Menerima surat masuk yang sudan Surat masuk yang Smenitl |Resalstrasi surat
dibubuhi disposisi, meacatat, A sudah dibubuhi masuk melalui
mengarsipkan dan medistibusikan - disposisi dan pencatatan ke
surat masuk dan mencatatkan di buku Kepala Organisasi buku kendall dan
kendall sesual dengan arahan Kepala Perangkat Daerah suratl yang telah
Organisasi Perangkal Daerah dan sudah diparal lerdispoisisi

oleh Sekretaris
sebelumnya




i Resgistrasi surat Smenit |Pandistribusian
Mermstﬁhualhin fu!:f Fﬂ:;‘:ﬂk dengan masuk melalul sural masuk ke
menggunakan buku ken ncalatan ka Sekrelaris/Kabid
berdasarkan disposisi Kapala E:ku kendali dan
Organisasi Perangkat Jaerah surat yang telah

lerdispoisisi

Kebumen, 10 Meij 2022
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN -PERDAGANGAN, KOPERASI

USAHA KECIL DAN MENEN UPATEN KEB
VER khs\P { UMEN




Nomor SOP

18967 ....

| Tanggal Pembuatan

10 Desember 2019

 Tanggal Revisi 10 Mei 2022
| Tanggal Efektif 10 Mei 2022
Disahkan Oleh KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MENENGAH
KEBUMEN MUMEN? \
PERANGKAT DAERAH Y e
DINAS PERINDUSTRIAN, | ;')
PERDAGANGAN, KOPERASI S e
USAHA KECIL DAN | NIP. 19681920495091001
MENENGAH Nama SOP Penanganan Surat Keluar

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

Peraluran Pemenntah Nomor 78 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan di  Lingkungan
Pemkab. Kebumen.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Kebumen..

1

| 1. Memiliki kemampuan

administrasi Perkantoran
Mampu mengoperasikan
computer.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

. 8QOP yang lerkail dengan SOP Pengelolaan
Surat Keluar
Buku Surat Keluar ( Agenda Kendali Surat )

PERINGATAN

1. Laplop / Notebook.

2. Printer.
3. ATK.

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

mengakibatkan keterlambatan informasi dan
informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu.

Apabila dalam pengeloaan arsip kurang tertib,
akan menyulitkan pencarian dokumen,

(mempersulitdiri sendiri )




SOP Pengelolaan Surat Keluar

Pelaksana Mutu Baku Kel
No Aktivitas Pengadminis- | Kasubag /| Kabid/ | Kepala Organisasi
lra:i Umum Kasi Sekretaris | Perangkat Daerah Kelengkapan Wiakiu Outpun
1. [Menerima disposisi dari Disposisi dan 10 menil |Konsep surat |Perbup nomer
Sekretaris alau Kepala . konsep surat keluar 63 Tahun 2014
Dinas untuk membual surat keluar dari tentang Tata
keluar dan memerintahkan Sekretaris atau Maskah Dinas
Pzngadministrasi Umum Kepala Dinas di Lingkungan
untuk mengetik konsep Pemkab
surat keluar, Kebumen
2 |Mengetik draft sural keluar Konsep surat 20 menit |Draft surat Perbup nomar
dan menyampaikan ke * keluar keluar 63 Tahun 2014
Kasubbag /Kasi/Kasubbid . lentang Tata
Maskah Dinas
di Lingkungan
Pemkab
Kebumen
3 |Menyelia draf surat keluar, sidak b va Draft surat 10 menil |Draft surat Perbup nomor
jika tidak setuju keluar keluar yang 63 Tahun 2014
dikembalikan kepada * telah diparaf [tentang Tata
pengadministrasi umum, Kasubbag/Kas |Naskah Dinas
jika seluju diparal dan ilKasubbid di Lingkungan
diteruskan ke Pemkab
Kabid/Sekrelaris Kebumen
4 |menyelia draf sural keluar 4 Draft surat 10 menil |Draft surat Perbup nomer
Jika tidak seluju * L keluar yang keluar yang 63 Tahun 2074
dikembalikan kepada tidak telah diparaf telah diparal  |tentang Tata
Kasubbag/Kasi/Kasubbid Kasubbag/Kasi/ Sekrelarns Maskah Dinas
jika setuju diparaf dan Kasubbid di Lingkungan
diteruskan kepada Kepala Pemkab
Organisasi Perangkat Kebumen
daerah




menyelia draf sural keluar, Draft surat 10 menit |Surat keluar  |Perbup nomor
Jika tidak setuju keluar yang yang telah 63 Tahun 2014
dikembalikan kepada tidak telah diparaf lertandalangan |tentang Tata
Sekretans, jika seluju Sekretaris i Kepala Naskah Dinas
ditandatangani dan Organisasi di Lingkungan
ditlurunkan kepada Perangkat Pemkab
pengelola sural. Daerah Kebumen
Pengadministrasi Limum Surat keluar 10 menit |Surat keluar  [Perbup nomor
menenma surat keluar yang telah yang telah 63 Tahun 2014
:r:ang Ih=-.lah ditlEilnﬁatangani -< tertandatangani terlandatangar |tentang Tala
apala Organisasi Kepala i Kepala MNaskah Dinas
Perangkat Daerah, Organisasi Organisasi di Lingkungan
mengagendakan surat, Perangkal Perangkal Pemkab
membubuhkan nomor Daerah Daerahdan |Kebumen
tanggal dan cap dinas serta lelah dibubuhi
mengarsipkan sural keluar nomor tanggal
dan cap dinas

menyiapkan sural yang & Surat keluar 20 menit  |Buku Perbup nomor
akan dikirim, menyiapkan - yang telah Ekspedisi lelah |63 Tahun 2014
buku ekspedisif tanda terandatangani ditanda tentang Tata
terima dan mengirim surat Kepala tangani oleh  |Naskah Dinas
sesuai dengan tujuan surat. Organisasi penerima sural |di Lingkungan

Perangkat Pemkab

Daerah dan Kebumen

lelah dibubuhi

nomar tanggal

dan cap dinas

Kebumen, 10 Mei 2022

USAHA KECIL DAN MEN

NIP.196812

1001

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERAS!
GAH KABUPATEN KEBUMEN

/Ww\\t




PEMERINTAH KABUPATEN

' Nomor S0P 1896/ ...
| Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019 I,
Tanggal Revisi 10 Mei 2022 '
Tanggal Efektif | 10 Mei 2022
Disahkan Oleh KEPALA DINAS o
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN

KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,

USAHA KECIL DAN

MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

f-'. aca)
Dre FRIAMS LATPAR MDA/

I’cm'ﬁi_fﬁ'ut\anm M ,I
NIP. 19681220F990691001

MENENGAH “Nama SOP

Penanganan Aduan/Keluhan
Masyarakat

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA |

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan di  Lingkungan
Pemkab. Kebumen.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Kebumen.

t(l.'."ITEHIIﬂTTﬂ h‘l_
W% b Rl Wl W™ N0 BN

1. Memiliki kemampuan
administrasi perkantoran

2. Memiliki kemampuan
menganaiisa data

3. Mampu mengoperasikan
Computer

PERALATAN

PERLENCKAPAN |

. SOP yang terkait dengan SOP Penanganan
Keluhan Pelanggan.

. Buku Tamu untuk membaca di isi pesan dan
Kesarn

1. Laptop / Notebook.
2. Printer.
3. ATK.

PERINGATAN

Apabila kegiatan
mengakibatkan keterlambatan informasi dan informasi
tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu.

Tidak bisa membaca tingkat kepuasan pelanggan.

PENCATATAN DAN
PENDATAAN




SOP Penanganan Pengaduan Masyarakal

Pelaksana Mutu Baku
Kepala
. Tim : Perangkat
Ne, Lt Masyarakat Penanganan | Sekretaris| Or92M538H | noorah | Kelengkapan | Waktu Output e
Pengaduan Perangkal | 1o xait
Daerah
1 |Menyampaikan aduan Aduan langsung 10 menit |Laporan
langsung/ tidak langeung - form aduan, aduan
Aduan tidak Masyarakat
langsung : aduan
va i pada websile,
medsos teip dil

2 |Merekapitulasi adusn, membuat Laporan aduan 10 menit |rekapitulasi
tembusan kepada yang terkait, Masyarakat aduan
Bila aduan benar, persyaratan ﬁ (tembuszn Permenpan no
diteruskan ke OPD terkait atau surat ke OPD (24 th 2014 dan
Tim Pengaduan, kalzu aduan ) terkait kecuali | Perbup no 46
tdk klengkap maka dikembalikan Thdak utk Kominfo | tahun2013
ke masyarakal { pangadu )

3 [Menerima, menyelia aduan, rekapitulasi aduan| 2 han  |konsep ada SOP/
klarifikasi/validasi dan (tembusan surat jawaban alas Kebijakan
membahas aduan. K3lau benar ke OPD terkail aduan klarifikasiivalid
atributnya maka diteruskan ke :;’ < kecuali utk masyarakat asi?
sekrelans tp kalau td< lengkap Kaminfo
dikemballkan ke patugas dan
membuat konsep jawaban atas ”T“"
aduan masyarakat dan Ya
diteniskan

4 |Menyelia dan membubulikan konsep jawaban | 10 menit |konsep
paraf atas konsep jawaban atas aduan jawaban
aduan bila setuju dg konsep Tidak masyarakal aduan
jawaban aduan maks diteruskan masyarakat
kepada Kepala Dinas dan bila yang telah
tdk setuju dg konsep jawaban diparaf
aduan yg dibuat oleh tim sekretaris
peananganan aduan
dikembalikan ke tim
nenannanan nennad an




Menyslia dan menyeujul kansep |awaban 1jem |Jawaban
konsep jawaban pengaduan aduan masyarakal pangaduan
yang telah diparaf
:’ sekretaris
Mempublikasikan di web, Jawaban 1jem |publikasi Parmenpan no
madsos, dipampang di papan pengaduan penyelesaian 24 th 2014
informasl dan jawabzn aduan
penanganan pengaduan serta
merekapiulasi penyslesaian
aduan
Kebumen 10 Maizbiz
KEPALA DINAS PERINDUSTRQQN:'FERD GAN, KOPERASI

KEBUMEN




| Nomor SOP

| 1896/ ....

| Tanggal Pembuatan

10 Desember 2019

‘Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

10 Mei 2022

10 Mei 2022

Disahkan Oleh

PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,
| PERDAGANGAN, KOPERASI
1 USAHA KECIL DAN

MENENGAH

‘Nama SOP

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN
MENENGAH: .
ﬁTEh KEBUMEN_

Pt.l'l‘lh? ‘
NIP. I*}ﬁ%ﬁ?i'ﬂﬁiﬂm

-Pnnnalr:.lnan Rarang Im.rnntnrlq

(Aset) BMD/BMN

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor €0 Tahun 2008
tentang SPIP.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
| Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosadur.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan di  Lingkungan
| Femkab. Kebumen.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
ecii dan Menengah Kabupaten Kebumen.

1. Memiliki kemampuan
administrasi perkantoran
Mampu mengoperasikan
computer

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN |

1. SOP yang terkait dengan SOP Pengelolaan
Barang lnventaris {Aset ) EMD!BMN

3

3. Buku Bantu Laporan Akhir Tahun.

1. Laptop / Notebook.
2. Printer.
3 ATK

PERINGATAN

1. Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan |
mengakibatkan keterlambatan informasi dan
informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu.
Apabila data tidak wvalid akan mempersulit
| pelaporan scmesteran dan lageran akhir tahun. i
L

PENCATATAN DAN
PENDATAAN




S0P Pengelciaan Barang Invantans [ BMD/BMN)

Pelaksana Muiu Baku
o Kepala
Nk Axiivite s itiogid P;';E:g‘ “ﬁﬁ:’xﬂ Sekretaris pg::g:m BPKAD| Kelengkapan | Wakiu Output il
1 [Menerima dan mengecek barang inventaris Barang dan 15 Menit |KIR dan KIB FERMENDAGRI
kantor yang dalang sosuai dengan barita acara Berita Acara yang lerupdate NO 18 Tahun
selanjuinya mencalal semua barang invenlans dan laparan 26
basena mutasifperubahannya pada Buku Induk - inventaris yang
Inventasis, Kartu lnventaris Barang (KiB) dan terkalt
Kady Inventaris Ruangan (KIR)
2 |Membuat laporan balk secars periodlk ( satipp KIR dan KIB 45 Menit |Laporan
6 kulan ) maupun secara insidentil kepado yang lerupdate Pedodik Dattar
DPPKAD selaku Pengelolaan Barang Milik dan laporan Rekapilulasi
Dazrah, amara tain laporan Dattar Rekap tulas) inventarns yang Barang
Barang Inventaris dan Daftar Mutasi Barang T terkait Inventaris dan
Inventans, disampatkan kepada Kasubag I Daftar Mutasi
Umpeg i] Barang
2 |Memenksa laporan jika lidak setuju A Laporan Periodik| 10 Menil |Laporan
dikembalikan kepada Pengurus barang unfuk K ‘ Daftar Penodik yang
diperbaiki, jika seluju diparal, dan diserahkan Ya Rekapilulasi sudah dipenksa
kepada Sekretans T Barang dan diparal oleh
T Inventans dan kasubag.
| Dafiar Mulas! Umpeg
4 |Menyelia laporan [ika tidak seluju dikembalikan g Laporan Periodik| 10 Menll  |Lapoian
kepada Kasubag Umpag untuk diperbalki, jika k X yang sudah Periodik yang
setuju diparal. dan disarahkan kepada Kepala ‘ diperiksa dan sudah diperiksa
Dinas T4 ¥a diparaf oleh dan diparaf oleh
i kasubag Umpeg sekretaris
Ll
5 |Menyolia faporan jika lidak sefuju dikembalikan s Laporan Penodik|10 Menit  |Laporan
kepada Sekretans Dinas unluk diperbaiki, jika k yang sudah Peripdik yang
seluju dilanda tangani dan diturunkan kepada diperiksa dan sudah di
Pengadministrasi Umum diparal oleh landalangani
sekrelans kepata dinas




Menerma Laporan yang sudah di andatangani Laporan Periodik}5 Menil Laporan
oleh Kepala Dinas dar mengagendakan yang sudah di Periodik yang
tandatangani sudah di
kepala dinas tandatangani
kepala dinas
diserahkan ke
pengelola aset
dan
pengadmirisiras
I wmum untuk
Menyampaikan Laporan kepada BPKAD Laporan Perodik|30 Menit  |Buku Ekspedisi
wiang sudah di yang ada fanda
tandatangani lerimanya dari
kepala dinas pelugas BPKAD
diserahkan ke
pengelola aset
dan
pengadministrasi
umum untuk
ciibpkatkap

Kﬂhume,n-ﬂb Mﬁim

IGAN, KOPERAS!



Nomor SOP 189.6/....
‘Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019
Tanggal Revisi | 10 Mei 2022
‘Tanggal Efektif 10 Mei 2022
Disahkan Oleh KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN USAHA KECIL DAN
KEBUMEN MENENGAH
PERANGKAT DAERAH KABUFATEMEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, ”%.f A EARUSN
PERDAGANGAN, KOPERASI N,
USAHA KECIL DAN
MENENGAH
NIP Iﬂﬁﬂi?*ﬂf@q H%HHH
Nama SOP | Usulan Kenaikan F'angl-:at

~ DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang F’edaman Penyusunan SOP
Administrasi  Pemerin Lingkungan
Pemkab. Kebumen.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Konerasi llsaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

e
i

KUALIFIKAS|I PELAKSANA
1. Memiliki kemampuan '
administrasi perkantoran
2. Mampu mengoperasikan
komputer

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP yang terkait dengan SOP Usulan Kenaikan
Pangkat

Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat.

1. Laptop / Notebook.,
2. Printer.
3. ATK .

PERINGATAN

1. Apabila kegiatan tidak torlaksana maka akan

mengakibatkan  keterlambatan  informasi
informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu.

. Apabila Usulan berkas Kenaikan Pangkat terlambat
SK terancam tidak memenuhi syarat ( TMS).

dan

PENCATATAN DAN
PENDATAAN




SOP USULAN KENAIKAN PANGKAT

PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubba Kepala
NQ AKTIVITAS Pengatmfa Umum : Sekretaris Paraigkal BKPPD Kelengkapan Waktu Output ted.
Kepegawaian ;
Kepegawaian Daerah
1 |Menenma berkas usulan Folocopy KARPEG, 2 jam |Berkasusulan | PP 12
Kenaikan Pangkat dani Fotocopy SK CPNS, Kenaikan tahun
ASN untuk diinventarisic Q Fotocopy SK PNS, Pangkat 2002
sizbagai usulan Kenaikan y Folocopy PPKP (2
Pangkat dan diserahkan tahun terakhir),
kepada Kasubbag Umpeg Folocopy SK
Pangkal Terakhir,
Fotocopy SK PMK,
Tidak Fotocopy STLUD,
Fotocopy ljazah
lerakhir
2 |Menyelia dan Berkas usulan 30 Menit | Berkas usulan
membubuhkan paraf pada Kenaikan Fangkat Kenaikan
berkas usulan Kenaikan Pangkat yang
Pangkat. Jika sudah ¥a telah diparaf
lengkap diteruskan kepada oleh Kasubbag
sekretaris jika lidak lengkap Umpeg
dikembalikan kepada
pengelola kepegawaian Tidak
3 |Menyelia dan b Berkas usulan 30 Menit |Berkas usulan
membubuhkan paraf pada ‘ Kenaikan Fangkat Kenaikan
berkas usulan Kenaikan )3 Ya yang telah diparaf Pangkat yang
Pangkat. Jika sudah oleh Kasubbag telah diparaf
lengkap diteruskan kepada Umpeg oleh Sekretans
Kepala Dinas dan jika lidak Dinas

lengkap dikembalikan
kepada Kasubbag Umpeg

dak




Menyelia dan menyetujui i Berkas usulan 30 Menit |Usulan
berkas usulan kenaikan Kenalkan Pangkatl kenaikan
pangkat. Jika tidak lengkap yang telah diparaf pangkat yang
maka dikembalikan kepada oleh Sekretaris Dinas lelah ditanda
Sekretaris Dinas dan jika va tangani Kepala
sudah lengkap Organisasi
ditandatangani dan Perangkatl
diserahkan kepada Daerah
Pengelola Kepegawaian
untuk diberi nomaer dan
dicatat dalam buku agenda
surat keluar
Nenerima dokumen Usulan kenaikan 30 Menil |Usulan
kenaikan pangkal yang lelah -( pangkal yang lelah Kenaikan
ditandatangani olsh Kepala ditanda tangani Pangkatl yang
Dinas, member nomor dan Kepala Organisasi sudah diberi
mengagenda seria FPerangkat Daerah riomaor,
mencatat dalam buku diagenda dan
ekspedisi untuk dikirim ke dicatat dalam
BKPPD gkspedisi
BKPPD menerima berkas Usulan Kenaikan 15 menit | Buku ekspedisi
usulan KP >. Pangkat yang sudah yang sudah
diberi nomor, dibubuhi Tanda
diagenda dan dicatal terima dan
dalam ekspedisi Pelugas
BPKAD

Kebumen, 10 Mei 2022

USAHA KECIL DAN MENE

KEPALA DINAS PERINDUSTBIM_FFE:R]? GANGAN, KOPERASI

&TEN KEBUMEN




Nomor SOP [ 1896/ ...
Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019

Tanggal Revisi 10 Mei 2022
Tanggal Efektif 10 Mei 2022
‘Disahkan Oleh ~ KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN USAHA KECIL DAN
KEBUMEN MENENES{-\H
PERANGKAT DAERAH KABUPAFEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, (7 A
PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN

R

MENENGAH Drs. FRAT ;
Pem ”':‘1 u da”
NIP 1968122515 0ol
Nama SOP Kenaikan Gaji Berkala
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 | 1. Memiliki pengetahuan
tentang Pedoman Pembinaan dan PEI'IQEWESEI'I administrasi p&rkantnmn‘
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 | ccrnp?.ner °R
tentang SPIP. )

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan di  Lingkungan
Pemkab. Kebumen.

5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN | PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP yang terkait dengan SOP Kenaikan Gaji 1 1.Laptop / Notebook.
Berkala . 2.Printer.
2. Buku penjagaan Kenaikan Gaji Berkala 3ATK .
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN

Apabila kegiatan tidak dilaksanakan tepat waktu maka
akan mengakibatkan keterlambatan Gaji, dan
kesejahteraan tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu




SOF PERMOHONAN USULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

PELAKESANA, MUTU BAKU
KASUBBAG KEPALA
PENGELOLA
NO [AKTIVITAS UMUN DAN ORGANISASI BKPPD KET
ASN I{EPETWAM KEPEGAWAIA SEKRETARIS PERANGKAT BPKAD KELENGKAFPAN WAKTU OuUTPUT
N DAERAH

1 [Menganalisis berkas ASN untuk . = Barkas ASN 30 Menil |Berkes uaula_n
diinventarisir sebagal usulan Keneikan gajif( "’Eﬂj& Kerlm Iu;n Gall Berkala
berkala Tidak i) lengkap

2 [Menyelia dan membubuhkan paral pada Berkas Usulan 30 Monit [Borkes Usulan
berkas usulan Kenaikan gajl berkela jika o i Kenalkan Gali Berkala Kena kan Gajl Berkala
setuju diteruskan ke sekretaris fika tdk e ¥ lengkap yang telah dibubiihi
setuju dikembalikan ke pengelola Tidak paraf Kasubag Unpeg
kepegawaian Ya

3 |Menyelia dan membubuhkan paral atau Berkes Usulan 15 Menll |Berkes Lisulan
menandatangani pada berkas usulan . J{ﬁ\ Kenalkan Gaji Berkaln Kena kan Gaji Berkala
Kenatkan gaji berkala sesuai A yang telah dibubuhi yang telah dibubuhi
kewenangannya jika s2luju diteruzkan ke . paral Kasubag Unpeg paraf atau ditanda
Kepala Organisast Perangkat Daerah, jika L] Tidak tangani oleh Sekretans
tdk setuju dikembalikan ke Kasubag
Un

4 mﬂﬁiia dan menandatanganl berkas Berkas Usulan 10 Menil |Berkes Usulan
usulan Kenaikan gaji berkala sesuai J = Kenalkan Gajl Berkala Kena kan Gaji Berkala
kewenangannya melaiul Sekretaris jika i yang telah dibubuhi yang tetah disetujui
seluju ditandatangani dan dikembalikan ke paraf atau ditanda dan di tandatangani
ASN melalul pengelola kepegawaian, jika Ya tangani oleh Sekretans oleh Kepala Grganisasl|
tidak setuju dikembalikan ke Sekrataris Perangkat Daarah

5 |mengarsipkan berkas kenaikan gaji Berkas Usulan 10 Menit |Berkes Kenaikan Gali
berkala yang 12lah diselujui kepaln dinas” || ,; g,‘, = Kenalkan Gaji Berkaln Berkela yg sdh
satalah ;:Tahulmn panamoran dan IS 8 LSy yang telah diselujul dan disyankan oleh Kepala
pemberian cap dinas, untuk Esselan 2 di landatsngar_ii_mleh Organisasi Perangkat
dikirim ke BKPPO dan BFKAD, untuk Kepala Organisasi Daerah
kemudian diserahkan ke yang Perangkal Daarah
bersanghuian :

& |ASN telah meneriman SK Kenaikan Gaji Berkas Kenaikan Gaji | 10 Menit [tanda terima
Berkala yang telah disyahkan guna Berkala yg sdh panynn-lrpainn dan
kepentingan sesuail perontukannya disyahkan oleh Kepala ekspedisi

=)

s

Cirganisasi Perangkal

Daerah

£

Kebupséi, 10 Mel 2022
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI

| KEBUMEN




| Nomor SOP 1896/ .... =]
Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019
‘Tanggal Revisi 10 Mei 2022
‘Tanggal Efektif 10 Mei 2022
DisahkanOleh |  KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN LUSAHA KECIL DAN
KEBUMEN MENENGAH
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN K‘EBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, 5 Ny
PERDAGANGAN, KOPERASI | X
USAHA KECIL DAN B
MENENGAH s I \ ; A
3 "
N:L%?Eiﬁuél%mm
Nama SOP Pembuatan Surat |jil"i Cuti

DASAR HUKUM

~ KUALIFIKASI F‘ELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang SPIP.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun

2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP

Administrasi Pemerintahan di  Lingkungan

Pemkab. Kebumen.

5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN

1. Memiliki pengetahuan
administrasi perkantoran.
Mampu mengoperasikan
computer.

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. SOP yang terkait dengan SOP Pembuatan ljin
Cuti
Buku penjagaan ljin Cuti

PERINGATAN

1.Laptop / Notebook.
2.Printer.
3ATK.

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

Apabila kegiatan tidak dilaksanakan tepat waktu maka
akan mengakibatkan keterlambatan terbitnya Surat ljin
Cuti,




S0P Permohonan Surat Cutl

PELAKSANA MUTL BAKU
No. Aktivitas Pengelola | CEsubbag P"’;ﬁk:’fm Kepala Ket.
Pegawal Ke Umum dan Perangkat BKPPD Kelengkapan Waktu Cutput
pegawaian Kapagavitian Diatas Atasan Dasrah
Langsung

1 |menerima dan verifikasi berkas Berkas Permohonan | 10 menit |Berkas Usulsn
permohonan culi yang telah mendapat = Sural [zin Cufi Culi ASN
persetujuan atasan langsung ! = besada kelengkapan

Tidak administrasi

2 |monyelia berkas permohonan cull ASN, Berkas Usulan Culi | 10 Menli |Berkas Usulan
membert paral apabila setuju dan " ,44' ~ ASN Cuti ASN yang
meneruskan ke pejabat satu tingkat atasan " Tidak telah di validasi
langsung dan mengembalikan ke dan diparal
pengelola kepegawaizn apabila pagu culi i subbag umpeg
tetlampautfada penclakan dan pejabal satu
fingkat atasan (angsung

3 |manyelia berkas permohonan cuth ASN ,%\ Barkas Usulan Culi | 10 Menit Bel?ma Usulan
yang telah dibubuhl peraf Kasubag Unpeg ﬁ,{/ =R e ASN yang lelah di Cuti ASN yang
dan membubuhil paraf serta maneniskan “f')'f'? validasi dan diparaf telah diparaf oleh
kepada Kepala Perangkat Daerah apabila Tidak subbag umpeg pejabat satu
seuju, dan apabila tidak setuju Ya tingkat atasan
mengambalikan kepada subbag umpeg. langsung

4  |menyelia berkas permohonan cull ASN - Berkas Usulan Cutl | 10 menil |Berkas Usulan
yang telah dibubuhi pzral Kasubag Unpeg et > ASN yang lefah Cuti ASN yanp
dan Atasan langsung ASN dan ‘r\:“-t.-"’ diparaf oleh pejabat la_[ah
membubuhkan Tands tangan pada satu tingkat atasan ditandatangani
pengajuan permahonzan cutl ASN sesual langzung kepala paranghat
dengan kewenangan dan kemudian daarah

maoneruskan kepada yang barsangkutan
melalui pengelola kepagawaian bila setuju,

bila tidak setuju dikembalikan kepada
aizgan lanoguon SSH




menyampaikan permohonan cuti yang Berkas Usulan Cutl | 10 menit |berkas cull dan
telzh ditandatangani kapada ASN atau === ASN yang telah Ekspeaisl
menyampaikan permohonan cutl sesuai il ditandatangani
kewenangan melalui BKPPD kepala perangkat
dagrah
Pegawal yang bersanpkutan dan BKPPD Berkas cuti dan 0 menit |Tanda ierima
menenma berkas cuti Ekspedisi penyampaian
g permohonan cull
dan ekspedisi
yang terisi
Kebumne g 2022~

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN:-PERDAGANGAN, KOPERASI




Nomor SOP 118961/ ...
Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019 |
Tanggal Revisi 10 Mei 2022
‘Tanggal Efektif 10 Mei 2022
Disahkan Oleh ~ KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN USAHA KECIL DAN
KEBUMEN MENEﬁ‘IGAH
PERANGKAT DAERAH KABURATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, e
PERDAGANGAN, KOPERASI ]
USAHA KECIL DAN Drs. FRY) *Hmmn A 1*'?-9'
MENENGAH l‘cmﬁ%ﬁ
NIP, 1968 iﬂﬂl
Nama SOP - | Panjatuhan Hllkl-.lmaﬂ Nisiplin
Pegawai pada Perangkat
' Daerah
DASAR HUKUM [ KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang | 1. €1 Sarjana Hukum
Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Memiliki pengetahuan

2.

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor §3 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

administrasi perkantoran.
3. Mampu mengoperasikan
komputer.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

o >l

BKPPD Kabupaten Kebumen
BKN Regional 1 Yogyakarta
BKD Provinsi Jateng

PERINGATAN

3. Laptop / Notebook.
4. Printer.
5 ATK.

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

diltakukan PNS.

Adanya
Kepala
dimana
tugas.

Laporan pada Bupati terhadap
setiap kasus pelanggaran yang

surat laporan dari
Perangkat  Daerah
PNS melaksanakan




SOP Disiplin Pegawai Negeri Sipil

PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAE ATASAN KEPALA INSPEKT KELENGHKA KET
PEGAWAI LANGSUNG SEKRETARIS | FERANGKAT ORAT BKPPD | BUPATI AN WAKTLU OUTRUT
DAERAH
melakukan pemangailan ASN Laporan,hasil| 2x7 han |Surat Undangan  |SOP sural
berdasarkan laporan dari pemenksaan atau Pemanggilan | masuk,
masyarakal dan melakukan , evaluasi dil dan tanda lerima |SOP kode
pemeriksaan dan penyLsunan Hasil BAP alik
Bernts Acara
Membuat LHP berdasarkan BAP ; Surat 1 bulan |Laporan Hasil
- apiblla fidak ditemukan bukll Undangan Pemenksanaan
maka LHP diteruskan/d lembuskan Tk Terbuktl ' atay
ke BKPPD Femanggitan
- gpabila ditemukan bukli dan dan tanda
kewrnangannys berada distasn terima
langsung maka atasan langsung . Hasil BAF
memproses SK penjatunan :::bu e \\.
hukuman disiplin
-apabila ditemukan bukil tetapi
kewnnangannnya tidak oerada
diatasan langsung maki dilanjutkan
ke Kepala Parangkal Daerah
Membust surat kepulusan Laporin 1 minggu [Surat Keputusan
penjatuhan hukuman disiplin Hasil dan LHP
Pemeriksana

- apabila sesusl kewenangan
atasan langsung membuat SK
Penjatuhan hukuman disiplin dan
diserahkan ke pegawai

- apablia bukan kewenangan alasan
langsung diteruskan ke kepala
Perznakal Daerah

Sesual

an




by

Membual sural keputusan Surat 1 hari  [sural tidak
penjatuhan hukuman disiplin Kepulusan pErwenang
- apiibila sesual kewenangannya 2> dan LHFP menjatuhkan
tangsung membust SK Penjatuhan hukuman
hukuman disiplin dan diserahkan ke
pegawal melalul Altasan
Langsungnya
- apablia bukan kewenangannya Tdk Sesual
diteruskan ke kepala Bupai
melakukan pemeriksaan lanjutan surnl tidak 1 bulan [BAP, LHP lanjulan| SOP
bersama BKPPD, Bagian Hukum, barwenang pamerksa
Kepala perangkat daereh dan menatuhkan an kasus
pegawal yang diduga melanggar hukuman
disarahkan ke BKPPD (LHP dan
BAF)
mengadakan sidang kasus ASN BAP, LHP 1 hari  |Hasil putusan
* Lanjutan sidang tim
membuat draf surat keputusan Hasil 2harl  |draf sural PP 53
bupati * pulusan keputusan Bupsth tahun
’ sidang lim 2010
Memuluskan ASN bersalah atau ’ draf sura 14 hard |surat kepulusan
tidak kepulusan bipati
apabila bersalah sural kepulusan Bupati
Menerima Sural Kepulusan Keputusan 14 han [Tanda Terima PP 53
hukuman disiplin Bupati tahun
2010
Kebumen 2022
KEPALA DINAS PERINDUS ’ I‘I’gﬁﬁﬁﬂﬁnm KOPERASI]
USAHA KECIL D KABUPATEN KEBUMEN



Nomor SOP 1896/ ....
Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019 ]
Tanggal Revisi . 10 Mei 2022
Tanggal Efektif 10 Mei 2022
Disahkan Oleh KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEBUMEN £ :
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, |
KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH
| Nama SOP PengajuanSuratPerintahMembayar
LS Gaji
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019
tentangPengelolaanKeuangan Daerah
PeraturanPemerintahNomor 60 tahun 2008
tentang SPIP

PeraturanKementrian PAN RB nomor 35 tahun
2012 tlentangPedomanfenyusunan SOP AF
PeraturanBupatiKebumennomor 128 tahun
2013 tentangPedomanPenyusunan SOP AP di
lingkunganPemerintanKabupatenKebumen
Peraturan Bupati Kehumen Nomor 119 Tahiin
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

. Memiliki kemampuan
memverifikasi SPJ LS Gaji
sebagai kelengkapan SPP LS
Gaji.

Dapat mengoperasikan aplikasi
SIVIDA. |

2.

Tunjangan akan menghambat
rancangan SPM-LS Gaji dan Tunjangan

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. DPA-OPD - 1. SPJ |
2. SPD dandokumenkelengkapannya
3. SOP Verifikator Keuangan 2. Kalkulator
3. Komputer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Batas waktu pelaksanaan verifikasi 2 hari kerja | 1. Kendali verifikasi SPP dan
sejak SPP dan kelengkapannya yang berupa Rancangan SPM.
dokumen SPJ diterima. 2. Catatan verifikasi SPP LS Gaiji
2. Apabila dokumen SPJ tidak lengkap akan
diterbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM.
3. Kekuranglengkapan dokumen SPP-LS Gaji dan

pembuatan |




SOP Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Gaji

= Mutu Baku
No Kegiatan Pengguna
PPK- SKPD Rhciiid ez BPKAD Kelengkapan Waktu Output
;| Membuat dan menandatangani SPP LS Gaj —— Ookuman ShRLS
gor Gaji 1Jam |Gajl dan
dan menyerahkan ke PPK-SKPD kelangkapannya
Menyelia SPP LS Gaji beserta Dokumen SPM LS
kelengkapannya, jika tidak lengkap Dokumen SPP LS Gaji dan
2 |dikembalikan ke bendahara pengeluaran dan Gaji dan 1Jam |kelengkapan yang
jika lengkap membuat SPM GAJ| dan kelengkapannya sudah diverifikasi
diserahkan kepada PA Tidak PPK-SKPD
Manyalia SPM LS Gajl besarla kelengkapannya, Tidak g:;":::" SPMLS Bokucrien SPH LS
3 |ika tidak lengkap dikembalikan ke PPK-SKFPD kelengkapan yang tJdam  |Gajidan
dan ika lengkap ditandatangani dan diserahkan sudah diverifikasi Kelangkapanyya
kepada Bendahara Pengeluaran PEK.SKED
Dokumen SPM LS
4 |Mengifim SPM LS Gaji Ke BPKAD IE#’ e Gaji dan 2 Jam ;::”.“ﬁ:;;m“
—)@ Kelengkapannya g
Kebumen, 10-Wei 2022
KEPALA DINAS PERINDUE "PERD, GANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DA £

NENGAH KABUPATEN KEBUMEN
% il




KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PERINDUSTRIAN,

KOPERASI USAHA KECIL

PEMERINTAH

PERANGKAT DAERAH

FPERDAGANGAN, |

DAN MENENGAH

Nama SOP

Nomor SOP 1896/ ...

Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019 a

Tanggal Revisi 10 Mei 2022 -

Tanggal Efektif 10 Mei 2022 -

‘Disahkan Oleh ~ KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,

| PengajuanSuratPerintahMembayar

PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN-MENENGAH

maupﬁgm:—a’ 4 UI‘-QEN

"‘\.
\

Pembina Utama Muda”
[ NIP. 19681229[990091001

Tamsil

. PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

tentangPengelolaanKeuangan Daerah

1. Memiliki kemampuan
memverifikasi

dibayarkanTamsilsesuaijumlahpenerimaan

2. PeraturanPemerintahnomor 60 tahun 2008 indikatordalampembayarantam
tentang SPIP sil PNS sebagai kelengkapan
3. PeraturanKementrian PAN RB nomor 35 tahun SPP LS Gaiji.
2012 lentanyPedumanPenyusunan SCF AP 2. RumpuledLaplop
4. PeraturanBupatiKebumennomor 128 tahun 3. ATK
2013 tentangPedomanPenyusunan SOP AP di
lingkunganPemerintahKabupatenKebumen
5 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun ’
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, |
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas l
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha |I
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN |
1. Tingkat Disiplin/Faceprint 1. SPJ
2. CapaianKinerjaPegawai dandokumenkelengkapannya
3. SPD 2. Kalkulator
4. SOP Verifikator Keuangan 3. Komputer/Laptop
' 4. ATK
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN |
1. Batas waktu pelaksanaan verifikasi 5 hari kerja. | -
2. Apabila dokumen tidak lengkap akan




SOP Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) LS Tamsil

Pelaksana ~ Mutu Baku
Kegiatan Bendahara Pengguna
Pengelola Gaji Pengeluaran PPK- SKPD Rnccare BPKAD Kelengkapan Waktu Output
Pengelola Gaji membuat perincian dan Rincian dan rakap Draf Rekapilulasi
rekapitulasi data pengrimaan Tambahan m Penerimaan Tamsil| 4 han  |Penenmaan Tamsil
Penghasilan sesuai ketentuan sasual ketenuan Pegawal
Bendahara P kPR b ot gan - Dral Rekapilulasi Dokumen SPP LS
el xSl ¢ “ Penerimaan Tamsil | 1Jam |Tamsil dan
menandatangal SPP LS Tamsil 'ﬂ‘ Pegawal Kelengkapannya
T Dekmmen Hasi
PPK SKPD memverifikasl SPP LS Tamsil, & o Tva Dokumen SPP LS Varifikesl SPF'th
menyelia kelengkapannya dan o Tamsil dan 1 Jam
Tamsil dan
menandatangani Kelengkapannya M ;
Apahbila dinyalakan lengkap PPK SKPD
Membuat Rancangan SPM LS Tamsil dan Ookimnan Easil
diserahkan ke Pangguna Anggaran, E verifikasi SPP LS e Rancangan SPM LS
Apabiia dinyatakan tidak lengkap PPK Tamsil Tamsil
SKPD akan menerbitkan sural penolakan
SPM LS Tamsil
Pengguna Anggaran melakukan Otonsasi v Rancangan SPM 30 Menit Hasil Oterisasi SPM
terhadap SPM LS Tamsil g LS Tamsil LS Tamsil
Apabila dinyatakan lengkap maka Ticlak
pengguna anggaran menandatangani
SPM LS Tamsil dan diserahkan kepada L el CRulisgai Dokumen SPP LS
Bendahara Pengeluaran, namun apabila < SPM LS Tamsil 30 menit [Tamsil yang telah

dinyalakan tidak lengkap di kembalikan ke
bendahara pengeluaran untuk dilakukan
penyempurnaan SPP LS Tamsil

teftanda tangani

Bendahara Pengeluaran mengirim SPM
LS Tamsil Ke BPKAD

Dokumen SPP LS
Tamsil yang elah

tertanda langani

Tanda Terima
Pengiriman




Nomor SOP 1896/ ...
Tanggal Pembuatan 10 Desember 2019
Tanggal Revisi 10 Mei 2022 B
‘Tanggal Efektif | 10 Mei 2022
Disahkan Oleh KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN USAHA KECIL DAN
KEBUMEN MENENGAH
PERANGKAT DAERAH maupg}%@ﬁgﬁmgﬂ
DINAS PERINDUSTRIAN, A NG
PERDAGANGAN, KOPERASI ﬁ
USAHA KECIL DAN foc
MENENGAH A
NIP 1968 172291990091001
Nama SOP Penyusunan Sasaran Kerja
Pegawai

DASAR HUKUM

Peraturan Pemerintah NMomeor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemkab. Kebumen.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 118 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pernndustnan, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

KUALIFIKASI PELAKSANA

administrasi perkantoran.
2. Mampu mengoperasikan
computer.

KETERKAITAN

. SOP yang terkait dengan SOP Penyusunan

Sasaran Kerja Pegawai PNS/ASN

. Buku bantu Sasaran Kerja Pegawai, Realisasi

Capaian Sasaran Kerja Pegawai tahun lalu

PERINGATAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Laptop / Notebook.
2. Printer.
3. ATK

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

Apabila kegiatan tidak dilaksanakan tepat waktu maka

akan mengakibatkan
Realisasi dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai .

keterlambatan penyusunan




SOP Sasaran Kinerja Pegawal

PELAKSANA MUTU BAKU
No. Aktivitas ; Atasan | Perangkat Ket.
Pegawai agibeg Fe;apa_t Pejabat Daerah kelengkapan Waktu Output
tmgeg | Perva Penital Terkait
1 |Menyusun SKP melalui e-personal untuk Dokumen Informasi | 1jam [sasaran kinerja
diajukan ke pejatat penilai ..a jabatan,analisis pegawal sesual
Tidak jabatan tugas dan fungsi
2 |Menyelia dan menandatangan| atas SKP sasaran kinerja 30 menit [Sasaran kinerja
hila sesuai Tupoksi dan target, Ya pegawai sesual pegawai yang lelah
meneruskan ka Pegawal untuk di ;0 tugas dan fungsi ditandatangani
laksanakan , mengembalikan ke pejatat penilai
Pegawal bila tidak sesual dengan Tusi
dan targel
3 |Melaksanakan taget kinerja sesugi yang Sasaran kinerja 12 bulan |laporan
teruang pada sasaran kinerja pegawal -: p:.egawai yang _talah pelaksanaan tugas
dan diteruskan ke pejabat penilai ditandatangani
pejaoal penilal
4 |Mengawasi, manjarahkan dan laporan 12 bulan |PPKP
memberkan penilaian pada mass pela<sanaan tugas
periode penilaian dan meneruskan ke
pegawal
5 |Pegawai menancatangani apabila setuju it PPKP 3 Hari |PPKPdan
dengan nilai, pegawal mengembalikan dakumen
apabila nilai tidak disepakati dan sanggahan
mengembalikan ke pejabal penilai untuk
ditinjau kemball
6 |Penandalangan oleh pejabat panial PPKF dan PPKP yang telah
ke ' dokumen A ditandatangani
= 1 harni
sanggahan pejabal penilai
7 |Penandatangan oleh atasan pejabat PPKP yang telah Dokumen PPKP
penilai diserahkan kepada pegawsi yang k4 dit_andatangfani yang telah .
bersangkulan dan kepada peranckat - pejaoal penilal 1 hari |ditandatangani
dagrah melalui pengelola kepegawaian atasen pejabal
penilai




Menginmkan SKP ke pegawai dan Dokumen PPKP 1Han |buku ehspedisi dan

perangkat daerah terkait / BKKPL! yang telah tanda lerima yang
ditandatangani ditandatangani
atasan pejabat penerima
penilai

Menerima SKP dan mengisi tanda terima buku ekspedisi dan 10 menit |ekspedisi dan

- tanda terima yang dokumen
- i "'- ditandatangani SkP
penenma
) 5 KEPALA DINAS PERINDU
Jabatan i o USAHA KECIL DA
i
(2, Bidang |




KABUPATEN KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,

KOPERASI USAHA KECIL

Nomor SOP 189.61/ ...

Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019

‘Tanggal Revisi 10 Mei 2022 -
‘Tanggal Efektif 10 Mei 2022

Disahkan Oleh

PEMERINTAH

FERDAGANGAN, |

DAN MENENGAH

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH

1 ] ‘-_._._'_._.
Pembing ﬁ;a.nzaﬁ%qﬁrﬁ 7
NIP. 196812291690091001

'Nama SOP | Pengajuan Surat Perintah Membayar |
LS Barang/Jasa
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

. PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019

tentangPengelolaanKeuangan Daerah
PeraturanPemerintahnomor 60 tahun
tentang SPIP

PeraturanKementrian PAN RB nomor 35 tahun
2012 lenlangFedomanrfenyusunan SOP AP
PeraturanBupatikebumennomor 128 tahun 2013
tentangPedomanPenyusunan SOP AP di
lingkunganPemerintahKabupatenKebumen

2008

1. Memiliki kemampuan memverifikasi
dokumen LS sebagai kelengkapan
SPP LS.

2. Dapat
SIMDA.

mengoperasikan aplikasi

‘5 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
| 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
|  Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. DPA-OPD 1. SPJ dandokumenkelengkapannya
2. SPD 2. Kalkulator
|3, SOP Verifikator Keuangan 3. Komputer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Batas waktu pelaksanaan verifikasi 2 hari kerja | 1. Kendali verifikasi SPP dan
sejak SPP dan kelengkapannya yang berupa Rancangan SPM.
dokumen SPJ diterima. 2. Catatan verifikasi SPP LS
2, Apabila dokumen LS tidak lengkap akan

diterbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM.

3. Kekuranglengkapan  dokumen LS  akan
menghambat pembuatan rancangan SFM.
| Nomor SOP

1896/ ....




S0P Verifikasi SPP-LS Barang dan Jasa

Pelaksana Mutu Baku
Bendahara
Mo Kegiatan fPengaluarsan/ g
Bendahara PPTK PPE-SKPD PASKPA BPEAD Keiengkapan Wakiy ‘Dutput
Pengeluaran
Sl SFL, DORGTTRE IROTTT e, e na
m Acara Penysiesaian
Pokeraan Berita Acara
Pemenksaan Administrasi, Benta
Acarn Pendlaion Hasil Pakerjasn,
Bendahara Pengeluaran stau Bendahara Berta Acara setnh tetima
Pengeluaran Pembantu membual dan Pekerjaan, Rekomendas) dan Kelengkapan
1 menyetahkan SPP LS bardasarkan SPD, Pemngkat dasrah leknis tarkait, 2 han Dokumen SPF LS
Dokumen Kontrak, Berita Acara Penyelszglan Sutat Parmohonan Pembayartan, Barang Jasa
Poketjaan dan Dokumen Kelangkapan lainnya Fotocopy namer Rekening Bank
Pihak ketiga, Fakiur Pajak,
Kwintast bermetaral, Surat
Jaminan Bank, OFA, E-billing,
NPWP, dan Dokumen
Tidak i s
2 PPTK menyelia dokumen SPP LS barang Jasa ;@ Felengkapan Dokumen 5PP LS 1 hari Dokumen 8PP LS
dan membubuhkan tanda tangan Barang Jasa barang jasa
Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP Ya Fenyerahan
3 L5 Barang Jasa besera Dokumen Kontrak dan E{ Bokumen SPP LS barang jasa 30 menit  |Dokumen SFP LS
katengkapan Dokumen LS kepada PP SKPD r Barang Jasa
PPH SKPD memverifikasl SPP LS, menyelip Dokumen Hasi|
P ran Dok P LS
4 kelengkapannya dan menandatongani B:?::HJ::B Uhigo 5P 1 Hari verifikaci SFP LS
tangqunajawah veriikas: = : Barang Jasa
Apabila dinyataken lengkap PPK SKPD B
5 Membuat Rancangan SPM LS Barang Jasa Mh“me:u::‘“ bt tgic 1 Jam EE “ia"fi:?
dan disarahkan ke PA/KPA s DBy
PAKPA memvenfikasl SPM LS Barang Jasa, b tidak Hasil Qtorsasi
& |menyelia kelengkapannya dan ?:3‘ Penclakan SPM LS Barang | o5 yisnit [SPM LS Barang
menandatangani dokumen ¥a w Jasa
k.
B oy e Comen PP s S | [Tt Tar
HPI'::JUNM i N yany telah terfanda tangani ) Fengiriman




Nomor SOP 189.6/ ....
Tanggal Pembuatan 10 Desember 2019

Tanggal Revisi | 10 Mei 2022
‘Tanggal Efektif 10 Mei 2022
Disahkan Oleh KEPALA DINAS
PN T I FEHDi%ﬁﬁgiﬁTiggéRASI
s USAHA KECIL DAN
PERANGKAT DAERAH ERGAR

DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN

[
MENENGAH //
| ; /
Pcmhznh[ﬁﬁmm
NIP. 196812291990091001
| Nama SOP Perjalanan Dinas Dalam Daerah |
dab Luar Daerah |
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 | 1. Memiliki pengetahuan
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan administrasi perkantoran.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Mampu mengoperasikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 P poperes!

tentang SPIP. KOIIpLRer.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur.
4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan di  Lingkungan
Pemkab. Kebumen.
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 118 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil .
dan Menengah Kabupaten Kebumen. |
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN |
1. SOP yang terkait dengan SOP Surat Tugas dan 1. Laptop / Notebook.
Surat Tugas Peralanan Dinas 2. Printer.
2. Buku Surat Masuk dan Surat Keluar, untuk 3. ATK.
pembuata Nomor Surat.
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN

Apabila kegiatan tidak dilaksanakan tepat waktu maka
akan mengakibatkan keterlambatan Pembuatan Surat
Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas,




SOP PERJALANAN DINAS DALAN DAERAH DAN LUAR DAERAH

PELAKSANA NUTU BAKU
No Akthvitas Kasubbag/ | Sekretars/ Kepala ’ Ket.
asn | Fonasemin | Kasi Kepalo | Perangkal | ‘e Sokda Kelengkapan | Wakiu Output
Karsubbid Bidang Daarah
1 |Membuat surat fugas dan surat Disposis, Surat Draft surat lugas  |Perbup
peiintah perjalanan dinas @) P Undangan dan dan surat perintah | Tata
berdasarkan disposisi dar kepala e Dasar Pelaksanan patjalanan dinas  |Maskah
perangkat dasrah dan dteruskan ke Lainnya 15 menit Dinas Mo
yarg , Tahun
terkat{Kasubbag/kasikasubibid) 2014
2 |Menyalia sural lugas dan surat B Draft sural tugas dan Surat tugas dan
perintah perjatanan dinas untuk %f/{ surat perintah surat pesintah
diban paraf, bila berkas lengkap dan a parjalanan dinas perjalanan dinas
satuju, diteruskan ke o 10 Manit [yang telah dibubuhi
kabbid/sekretaris dan ofla Sdak paraf kasubbag,
sefuju berkas  dikemballkan ke kasi, kasubbid
pengadminisirasi umum
3 |Meonyalia surat tugas dan surat > Sural lugas dan Surat luges dan
perintah perjatanan dinas untuk }-@: sural perintah surat paintah
dibzri paral. bila berkas lengkap dan paralanan dinas perjalanan dinas
saluju, diteruskan ke Kapala Dinas ¥a yang telah dibubuhl 4., |yang telah dibubuhi
dan bila tdak setuju borkas ik paraf kasubbag, paraf atau ditanda
dikambalikan ke kasi, kasubbid tangani Kabid/
HasubbagKaslKasobbid Sekretaris
4 |[Menyolia sural lugas dan sural Surat tugas dan
petintah perjalanan dinas untuk sural parintah Surat tugas dan
dityari paral slau ditanda @angani jika perjalanan dinas sural perintah
soluju ditandatangani jlka tidak yang tetah dibubuhl 10 Menit parjalanan dinas
dikembalikan ke sekrolans! kabid paral alau ditanda yang telah dibubuhi
tangani Kabid/ paral atau ditanda
Sekretaris tangani
5 |Blla yang akan melakukan Surat tugas dan
peijalanan Luar Daeran Kepala ;s lug_aa re surat panintah
i — surat perintah . .
Croantsasi Perangkat Daerah maka il — ‘< pefjalanan dinas
A Tk parjalanan dinas
dral SPPD dserahkankan ! yang sudah
yang telah dibubuhi
pengadministrast umum untuk paraf alal dianda ditandatangan|
dileruskan kepada Asistan Sekda takigshl
8 |Menyelia memaraf Dralt SPPD bila Tekah Sural lugas dan Surat tugas dan
sotuju diteruskean ke Sekda bila dak surat perintah surat petntah
sotuju dikembalikan kepada OPD patjalianan dinas perjalanan dinas
melalul Pengatministrasian umum ™ yang telah dibubuhi 1 N8 lyanas talah dibubuhi
paral paraf asslen




KEPALA DINAS 1mmwzﬁ_
USAHA KECIL DAR

Menernma sural tugas dan surat e Surat lugas dan 10 Menit | Surat tugas dan
parintah parjalanan dinas yang telah surat perintah surat parintah
dite ndatangani untukl d ben nomor, _ : .|:_F., perjalanan dinas pefjalanan dinas
slempel dan diserahkan kepada yang telah dilanda yang telah dilanda
yarg barsangkutan yang akan tanganl dan dibar tangani
meaiakukan perjalanan dinas nomor stempel buku ekspadisi
Menerima Surat lugas dan sural Sural lugas dan 10 Menit |Buku ekspedisi dan
parintah perjaianan dinas siral perintah tanda terima yang

perjalanan dinas telah ditanda

yang telah dianda tangani

tangani

buku ekspedisi

xmuc




Nomor SOP 1896/ ...
Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019
Tanggal Revisi 10 Mei 2022
Tanggal Efektif 10 Mei 2022
Disahkan Oleh KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
PEMERINTAH KABUPATEN |
KEBUMEN g
PERANGKAT DAERAH - / y
DINAS PERINDUSTRIAN, s FRIXS. A
PERDAGANGAN, | Peinbing Viamaviugé”
KOPERASI USAHA KECIL ___ NIR BeRBseiedten
DAN MENENGAH Nama SOP Pengajuan Surat Perintah Membayar
Uang Persediaan (UP)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

. PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019

tentangPengelolaanKeuangan Daerah

1. Memiliki kemampuan memverifikasi
2. Dapat mengoperasikan aplikasi

2. PeraturanPemerintahnomor 60 tahun 2008 SIMDA,

tentang SPIP
3. Peraturankementrian PAN RB nomor 35

lahun 2012 lenlangPedumanfenyusunan |

SOP AP
4. PeraturanBupatiKebumennomor 128 tahun

2013 tentangPedomanPenyusunan SOP AP

di lingkunganPemerintahKahiipatenKebhumen r
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |

Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. DPA-OPD - 1. SPJ dandokumenkelengkapannya
2. SPD 2. Kalkulator
3. SOP Pengajuan GU 3. Komputer/Laptop
4. BendaharaPengeluaran
5. BendaharaPengeluaranPembantu
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.

2,

3.

Batas waktu pelaksanaan verifikasi 2 hari kerja
sejak SPP UP dan kelengkapannya diterima.
Apabila dokumen SPP UP tidak lengkap akan
diterbitkan Surat Penoclakan Penerbitan SPM.
Kekuranglengkapan dokumen SPP UP akan

menghambat pembuatan rancangan oMW U,

1. Kendali verifikasi SPP  dan

Rancangan SPM.
2. Catatan verifikasi SPP UP.




Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Uang Parsediaan

Pelaksana I Mutu Baku
No Kegialan Bendahara PPK Pengguna
Pengeluaran SHPD Angoaran BPKAD Kelengkapan Waktu Cutpiat
Bendahara Pengeluaran menginventarisir Perhitun
R : gan UP, ; Rincian
1 |Perhitungan UP seielah menenma SFD SPD. DPA 1 Hari Perhitungan UP
dari BPKAD m<
Bendahara Pengeluaran membual dan Rincian
2 |menanda tangani SPP UP beserta Perhilungan UP 1 Jam Dokumen SPP UP
Dokumen [ginnya
PPK SKPD memverifikas| SPP UP, b 4 Dokumen Hasil
3 |menyelia kelengkapannya dan P Dokumen SPP UP 1.Jam verifikasi SPP UP
menandatangani Tigak
; " Ja
Apabila dinyatakan lengkap PPK SKPD e e
4 |Membuat Rancangan SPM UP dan Dokumen SPP UP 1 Jam LJFn ngan SPM
diserahkan ke Pengguna Anggaran Tidak
: Dokumen Hasil
Pengguna Anggaran memverifikasi SFM Rancangan SPM verifikasi SPP UP
5 |UP, menyelia kelengkapannya dan Up 1 Jam yang letah
menandatangani dokumen SPM UP ditandatangani
& Bendahara Pengeluaran mengiim SPM @ Rancangan SPM 30 Menit Tanda terima
UP ke BPKAD up pengiriman




Nomor SOP [1896/...
Tanggal 10 Desember 2019
Pembuatan
Tanggal Revisi 10 Mei 2022
Tanggal Efektif 10 Mei 2022
Disahkan Oleh  KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA
PEMERINTAH KABUPATEN KECIL DANAE ENGAH
KEBUMEN TF
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI 5 hﬁ o
B
e | NIP. trt:ufllﬁzz';? (091001
R Nama SOP " Pengajuan Surat Perintah Membayar
Ganti Uang Persediaan (GU)
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

. PeraturanPemerintahnomor 60

. PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019

tentangPengelolaanKeuangan Daerah
tahun 2008
tentang SPIP

. PeraturanKementrian PAN RB nomor 35

tghun 2002 lenlangPedomanFenyusunan
SOP AP
. PeraturanBupatiKebumennomor 128 tahun

2013 tentangPedomanPenyusunan SOP AP
di lingkunganPemerintahKabupatenKebimean

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun

1. Memiliki kemampuan memverifikasi
dokumen GU sebagai kelengkapan
SPP GU.

2. Dapat mengoperasikan aplikasi
SIMDA.

2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. DPA-OPD | 1. SPJ dandokumenkelengkapannya
2. SPD 2. Kalkulator
3. SOP Verifikator Keuangan 3. Komputer/Laptop
4. BendaharaPengeluaran 4. ATK
5. BendaharaPengeluaranPembantu
PERINGATAN o PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Batas waktu pelaksanaan verifikasi 2 hari kerja | 1. Kendali verifikasi SPP  dan
sejak SPP dan kelengkapannya yang berupa Rancangan SPM.
dokumen SPJ diterima. 2. Catatan verifikasi SPP GU
2. Apabila dokumen GU tidak lengkap akan

¢

diterbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM.
Kekurangiengrapan dokumen GU  akan

~ menghambat pembuatan rancangan SPM GU.




S0OF Verifikasi Sural Permintaan Pembayaran Ganti Uang

Pelaksana Mutu Baku
No, Keglalan Bendahara Pengguna
i
Pengeluaraan PPK-SKPD Anggaran BPKAD Kelengkapan Wakiu Qulpu
Bendahara Pengeluaran melakukan m :;r;rtunr;'g:n " Rincian
1 :E;:mungan GU dari UP yang lelah mencapai Anggaran Kas, 2 Hani Perhitungan GU
Pajak. Saldo
Bandahara Pengeluaran membuat dan v y
. E_-——r—-:q Rincian Dokumen SPP
2 m_ﬂnandatanganl SPP GU beserta Dokumen . Perhitungan GU 3.lam GU
lainnya A
b 4 Dokumean Hasll
PPK SKPD memverifikasl SPF GU, menyalla Dokuman SPP I
3 2 Hari verifikasi SPP
kelengkapannya dan menandatangani Tidak GU GU
e ¥a
Apabila dinyatakan langkap PPK SKPD i Dokumen Hasil
4  |Membuat Rancangan SPM GU dan (AR verifikasi SPP I i
diserahkan ke Pengguna Anggaran Tidak cu
b
Pengguna Anggaran memverifikasi SPM Dokumen SPM
5 GU, menyelia kelengkapannys dan A g:lncnngan e 30 Menit GU yang telah
menandalangani dokumen SPM GU Ya ditandatangani
Bendahara Pengeluaran mengirim SPM GU I m" Rorimen SE Tanda Terma
® ke BPKAD : G ysnginian 2Jam  lpangirman
& tertanda tangani g
Kebumen, 10 Mei 2022
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN;RERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN ME AH KABUPATEN KEBUMEN




PEMERINTAH KABUPATEN

PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,

KOPERASI USAHA KECIL

Nomor SOP 189.6/....

‘Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019

‘Tanggal Revisi 10 Mei 2022 T
Tanggal Efektif 10 Mei 2022

‘Disahkan Oleh

KEBUMEN

PERDAGANGAN,

T o
DAN MENENGAH Sl

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
F'ERDAGANGAN KOPERASI

NIP. 963]‘31‘}{ ‘)EFDE,“J 1007

" Pengajuan Surat Perintah

Membayar Tambahan Uang (TU)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

. PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019

tentangPengelolaanKeuangan Daerah

. Memiliki kemampuan
memverifikasi SPJ TU sebagai

menghambat pembuatan rancangan SPM TU.

=|

2. PeraturanPemerintahnomor 60 tahun 2008 kelengkapan SPP TU.
tentang SPIP 2. Dapat mengoperasikan aplikasi
3. PeraturanKementrian PAN RB nomor 35 SIMDA.
i lahun 2012 lenlangPedomanPenyusunarn
SOP AP
4. PeraturanBupatiKebumennomor 128 tahun
2013 tentangPedomanPenyusunan SOP AP
‘ di lingkunganPemerintahKahupatenKehumen |
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penndustrian, Perdagangan,
| Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen. .
KETERKAITAN | PERALATAN PERLENGKAPAN
1. DPA-OPD 1. sPJ
2. SPD dandokumenkelengkapannya
3. SOP Verifikator Keuangan 2. Kalkulator
4., SOP Pengajuan GU \3. Komputer/Laptop
| 5. BendaharaPengeluaran (4. ATK '
6. BendaharaPengeluaranPembantu
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Batas waktu pelaksanaan verifikasi 2 hari kerja | 1. Kendali verifikasi SPP dan
sejak SPP dan kelengkapannya yang berupa Rancangan SPM.
dokumen SPJ diterima. 2. Catalan verifikasi SPP UP dan
2. Apabila dokumen SPJ TU tidak lengkap akan GU
diterbitkan Surat Penolakan Penerbitan SPM.
. 3. Kekuranglengkapan ocokumen SPP TU akan |




Verifikasl Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang

Pelaksana == Mutu Baku
Kegiatan Bendaharn Bekrataris
S PPK-SKPD BPKAD Daerah Kelengkapan Waktu Output
Perhitungan TU,
SPD, OPA,
Anggoran Kas,
Saldo, Persetujuan
Bendahora Pengeluaran melakukan Sekda (diatas 100 3 Hari Rincian
Ferhitungan Kebutuhan TU juta), Permyataan Perhitungan TU
PAIKPA, Sural
Keterangan
Kebutuhan
|penggunaan TL
Bendahara Pengeluaran membuat dan W . } "
menanda tangani SPF TU beserta Dokumen .ﬁ;m Fasmingan 1 Jam E': SPR
lainnyn
PPK SKPD memverifikasi SPP TU, i + .
menyelia kefengkapannya dan Dokumen SPF TU 1dam Dumﬁ"‘.nsi?dm
menandatangani Tidak
Apabila dinyatakan lengkap PPK SKPD Ya c
Membuat Rancangan SPM TU dan D;ih:kzansﬁ?'lm 1 Jam ?;n:angun i
diserahkan ke Pengguna Anggaran "
Pengguna Anggaran melakukan Clonsas Rancangan SFM 30 Menit Hasid Clorisast
terhadap SPM TU TU SPMTU
Apabila dinyatakan lengkap maka Penguna Ve
Anggaran menanda tangani SPM TU dan
diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, Ticak Hasil Otorisasi SFM 30.men E;mr:”: :H:hp
namun apabila dinyatakan tdak lengkap di & T lﬂﬂ::dgiﬂh ani
kembalikan ke bendahara pengeluaran Tiak s
untuk dilakukan penyempumaan SPP TU
Apabita SPM TU meleblhi 100 juto maka o Persatijuan
Pengguna Anggaran meminta Persetujuan @ :jm Oiorisasi SPM Bk Sekda atas SPM
Sekretaris Daerah Vi U
Bendahara Pengeluaran menginm SPM ?mﬂ.sﬁ::m 3 S Tanda Terima
TU Ke BPKAD @ kol Pengiriman

e e Y




Nomor SOP 1896/ ....
'Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019
Tanggal Revisi 10 Mei 2022
Tanggal Efektif 10 Mei 2022
Disahkan Oleh | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN RATEN KEBUMEN
KEBUMEN Nz \
PERANGKAT DAERAH m 2 |
DINAS PERINDUSTRIAN, Drs TRANS RKIPA |
- Pemhbinir Mama i 2
Eihs EEBMUUNERA, | NIP. 1968122919 t_%g;?m |
KOPERASI USAHAKECIL  -Grs6p Penyusunan Dokumen |

DAN MENENGAH

Perencanaan Perangkat Daerah _'

DASAR HUKUM

1. PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005
tentangPedomanPembinaandanPengawasanPe
nyelenggaraanPemerintah Daerah.

2. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2008
tentang SPIP.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 lenlany Tala Cara Perencanaan,
Pengendalian, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Fembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Darah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Fvaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2018

5. PeraturanBupatikebumenNomor 128 Tahun
2013  tentangPedomanPenyusunan  SOP
AdministrasiPemerintahan di
LingkunganPemkab. Kebumen.

6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Latar belakang pendidikan S1

2. Memilikikemampuandanmemaha
miterkaitperencanaan

3. Dapatmengoperasikankomputer

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. PenganggaranPerangkat Daerah
2. LaporanPertanggungjawaban/AkuntabilitasKinerj
aPerangkat Daerah

PERINGATAN

1. Laptop / Notebook. |
2. Printer.

3. LCD.

4. Proyektor.

5. ATK. |
PENCATATAN DAN PENDATAAN

PenyusunanPerencanaanPerangﬁéi Daerah
mendasariRenstradan RPJMD KabupatenKebumen




Evakial Fasubagii
Aktivitas Pengadminms Kasublor
Laporan
Kegiatan dan Anggaran tahun berikutnya Formule Matnk sizomnm
memanintahlkan Ponyusun Bahan Evaluss Usaian Program, Jam * .nﬁ
, Rencana dan Laporan wiilik moembius? Dispons 9
Program anggarin uniul
undangan tatun baruts

y
usuian programn, kegatan dan anggaran tahun Desposist { Jam ndangan rapst
keooda Facala Bidang  — i
Daftar pnontas
Matakyian rmapat penentLan prontas program dan I_ leanan raget 2 program dan
- kegatan tshun bariuAya L o kegiatan tahun
m ﬁ ik
Mengss formulir mstrik usulan progfam, kegutan .._ﬂ-..ﬁ_..-__._
dan anggaran tnhun berlutngs dengan mengacu E Forrm Mathl : program,

4 |pada dafle pricritas program dan kegiatan dan 1 minggu iatry dans
diserahkan kepada Pemyusen Bahan Evalussi anggeran tahun
Program Rencana dan Laporan etk droia Bainh
Mntakuian sntry unulan dan indikater pada spikas! Bahan rapat kab 3han  [sesuslusulan
SIMPER

Farn Matrik
Manyampadcan ksmbek formubr yang telah desl ko Usudan
Usidan yang fsish Manit
Kssubbeg Perencansan L o . m. ..
Manghompaasi uailan dasi selursh bidang.
msryrusun Cral Dokumen Renja, dan l LUhnutsn dan ok
memerintshkan Penyusun Bahan Evaluasl, N Han  |kompdas: usulan
H
u

Marsiap Draft Dokumen Renja sesuos haxd ragut,
10 |meminest Craft Surat Fengantar, disatahlkan

el i |




Pelaksana Wuty Baku
Pomyimun Bahan
No Aktivitas Kasutkor Eveesy
1 e Program,  |ssubkorfia| Sokretars Kadmas Haiengkapan Wity Cutput
Laporwn
Mengoreks! draft Dokumen RENJA. dan Dralt
Surat Pengantar, [ka tidek setufu dikembalican Tidak
11 |wepeca Fenyusun Bahan Evaluasi, Program, - Tidak Draft fird RENJA | 30 Ment |Draft Renja
Hercst dan Lapamn Ltk dipersad, jika setuju Ya Lo
diparal dan dserahkan kopada Sekrotaris
Margoneks! draft Dokurmen RENJA, dan Dratt ¥a
Surat Pengantar, [k tidak setiju dombalikan
12 |kepads Fasubbag Perencanaan wrtuk diperbask), Draft final REMJA | 15 Ment |Draft Renjs
fa sawuiu diparal dan deeratian kopada Kops'a g
Dinaes
Mengoreks Drafi Dakumen RENJA, dan Draft 5
Surad Pengantar, jica tidak setuju dikembalikan
13 |kepads Sekretans untuk diperbalkl ks sotuju Tidak Deaf: Remjp 15 Ment |Dakumen Rena
diandatangan dan dmoraltkan kepada Kasubbag
Parer=snaan
Mananma Dolkienon Renja, dserahkan kopacs
14 |Penyusun Bahan Evalusst, Program, Rencana dan E—: Coloumen Renja 10 mentl |Dokuman Renja
Lapofan
DCrokurnien
Mergagendaian, menggandakan dan Redja
13 |rmendisinbosian kepada struldural dan Dolman Renja 3 mm an
sadanutnya dikinm kopada Bappeca btk

i

4

i NS

s HATOAR, MPA




Nomor SOP 1896/ ....
' Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019
Tanggal Revisi 10 Mei 2022 a
‘Tanggal Efektif 10 Mei 2022
Disahkan Oleh KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN USAHA KE MNMENENGAH
KEBUMEN IHRATH KEBMEN
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, 5. 1 B
P
KOPERASI USAHA KECIL it qam'mﬂmnbé; oo
BANMENENGAH | Nama SOP Penyusunan Dokumen =

Pertanggunggjawaban Perangkat
Daerah

[EE

2.

|
DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2016 lenlang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2017,

. PeraturanDaerah Kabupaten Kebumen No. 6
tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten
Kebumen tahun 2016-2021;

. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

1. Memahami proses teknis
penyusunan LKJiP lingkup
Dinas Sosial dan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Latar belakang pendidikan S1

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

-

. SOP Penanganan Surat Masuk
. SOP Penanganan Surat Keluar

. LembaranKerja

. Ruanganrapat internal

. Komputer, Printer, LCD, HVS

. Juklak dan Juknis tata cara
penyyusunan LKJiP

e B —

Peringatan

PencatatandanPendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan Berdampak pada
pengukuran kinerja dan akuntabilitas penggunaan
anggaran selama 1 tahun yang terlambat

1. Disimpansebagaidokumen
Program
KerjadanKegiatansertalLKJiP




S0P Penyusunan Dokumen Pertanggung|awaban Perangkat Daerah

PELAKSANA MUTU BUKU
URAIAN PROSEDUR Pengadminis- | *""P'Ln Kasubkor | Kasubag/Sub|  Kabid/ P:‘::;“ Fg‘"“, mt“h Kelongkapan | Output ek
trasi Umum dan Keuangi Perencanaan | korf Kabid Sekretaris Daeral Terkalt dan Peralatan
Menetima dan mendistribusiican
Disposisl dan Kepala Dinas dan oi - Disposisl
Sekretons Dinas terkait Surat Edaran D s “?" 15 Menst  |Penyosunan
lentang Penyusunan s Laporan
Pertanggunglawatian Perangkat Dasrah
Menanma disposiel dan Kepala Dinas
dan Sekretaris Dinas untuk menyinpkan E‘swm’ an I Empwﬂ
data sebagal bahan laporan S nenl]: |Pelyimiing )
Penyustnan pertanggungjawaban FApRran tnporan
Menoruskan dispostsi dan Kepala Dinas
dan Sekretaris Dinas kepada para
KasubagfSubkor Kabld untuk
penyigpan datanys
Mengumpuelkan Bahan mater Disposia Bahan Maten
penyusunan laporan @ Penyusunan T hari  |Penyusunan
Pertanggungiawaban perangkat dasrah Lapaoran Laporan
Bahan Materi
Ip:aﬂn::;;;:;m;:iumn }m Penyusunan 4 han  [Draf laparan -
: Laparan
Melakukan rapat koordinas! inteenal h 4 b 3 E:;: Iapc:an
pembahasan draf laporan ERRTRn
peitanggungjawaban bersama para Draf laparan tharl  [hasll Rapat b
abal Koordinasi
pej = Infermal
Tidhk T Ciral [aporan
Menyela/malakukan peroaikan bordasarkan
Penyiusuran lapatan @( hasil Rapat 7 Hari Emllr!‘-':mmun 5?::::;“
perfanggungawaban A va I Koordinasi Bpo
i._ Intnsnal
Draft
Menyelia dra! laporan Tida Ya
pertanggungjawaban perangkat doerah Pestiaikan 2Hari  |Draft Laporan -
Laporan
(. Dakuman
Menyelia dan menanda tangani laporan & Laporan
portanggungjawaban perangkat deemt Cyan:Laporan || 2 Em Pertanggunpjaw
aban
: Dakurman
Pangadminmsiras: umum menetima Ya
Diokumen laparan, dibeti nomor, tanggsl LApONan Zoam | onERendasn -
dan Penggandaan Pertanggungis Laporan
waban
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Ponyampaian Dokumen Laporan
pertanggungjawabab Parangkat Dzerah
kepada peranghkat dasrah lerka

Dookumen
Laparan

2Jam

Tanda Tenma
Pengiriman




‘Nomor SOP 1896/ .... ~
Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019
' Tanggal Revisi 10 Mei 2022
Tanggal Efektif 10 Mej 2022
Disahkan Oleh ] - KEPALA DINAS __
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI i
USAHA KECIL DAN 2 TV
MENENGAH Nama SOP Laporan Keuangan Perangkat
Daerah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

PeraturanPemerintahNomor 12 Tahun 2019
tentangPengelolaanKeuangan Daerah
PeraturanPemerintahnomor 60 tahun
tentang SPIP

. PeraturanKementrian PAN RB nomor 35 tahun
2012 lentangPedomanPenyusunan SOF AP
PeraturanBupatiKebumenNomor 128 tahun 2013
tentangPedomanPenyusunan SOP AP di
lingkunganPemerintahKabupatenKebumen
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Taia Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

2008

1.Memiliki kemampuan di bidang
akuntansi

2.Memahami proses akuntansi.

3. MemilikiKkompetensi  program
computer by Simda

KETERKAITAN

PERALATAN [
PERLENGKAPAN |

SOP Pengajuan SPP UP, GU, TU, LS-Gaji dan
LS-Barang Jasa.

1. DPA, SPJ
dandokumenkelengkapannya |

2. Bendahara Pengeluaran 2. ATK, kalkulator
3. Pengeluaran Pembantu 3. Komputer, Printer ]
4. Bendahara Penerimaan 4. Telepon
5. Pengurus Barang/Pembantu 5. Mejadankursi _
PERINGATAN PENCATATAN DAN _'|
PENDATAAN
1. Penjurnalan dilakukan sesuai kronologi kejadian, | 1. JurnalPenerimaan
serta sebelum pembuatan laporan keuangan | 2. JurnalPengeluaran I
semester pertama dan laporan keuangan tahunan. | 3. JurnalPenyesuaian |
2. Apabilapenjurnalan tidak dilakukan secara rutin | 4. JurnalKoreksi
akan menghambat pembuatan laporan keuangan. 5. BukuBesar
6. Neraca




Laporan Keuangan SKPD

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pengadminis- Petugas Pengurus {Pengguna Ket.
/!
trasi Ul Al si Barang (PPK SKPD) p ran) BPKAD Kelengkapan Waktu Output
Melakukan entry atas saldo awal ==
berdasarkan data laporan kevangan DRI Saldo Awal. data
yang sudah di audit tahun Audited tat y 1 hari Data entri saldo
soheiumnya dan membuat jurnal sebeiumnya awal
penyesuaian untuk mengoreksi saldo
awal
b sinkronisasi
Melakikan sinkronisasi terhadap data WEIS] :ﬂ‘?:::fﬂg::“ SOP
Barang Milik Daerah, dan laporan Data entri saldo awal 10 hari Doarah  dut Rekonsiia
realisasi anggaran aporan realisas] =
Angosran
Menginventarisasi data transaksi »[ A anun;;:l I::rl 7 hari E::L: I'rmkﬂ
Akrual — transaksi akrua o
Fomputar yang sudah
¥ diinstall SIMDA
Menyusun Laporan Keuangan SKPD _L;",:QIHJ;! E:;E::::hsunt Dokumen
PPK SKPD berdasarkan Saldo Awal Jrf tahcounaiwab, LA, 14 hari ;z::nan .
LO. Neraca, LPE g
CALK dan lampiran
pendukung lainnya =
W Dokumen
Menyelia laporan kevangan SKPD Laporan
dan menanda tangani Surat @ E:ﬂﬁl-:::fgn 60 menit |keuangan yang
Pemyataan tanggungjawab Tidak sudah ditanda
langani PA
; : Dokumen Laporan Dokumen
Y
MEnEﬂT: Uﬂ:ﬂ:mﬂ; |HF0$~ diberi m: » keuangan yang sudah 1 hari  [Laporan
DRI SR R TR e T ditanda tangani PA Keuangan
Penyampaizn Dokumen Laparan
pertanggungjawabab Perangkat Dokumen Laporan 21am  |Tanda tedma
Daerah kepada Perangkat Draerah Keuvangan !
terkait




S0P PELAKSANAAN JASA PELAYANAN FASILITASI PERIINAN SP-PIRT / HALAL / MERK

Nomaor Sop 188.6/ ...
Tanggal Pembuatan 10 Desember 2019
Tanggal Revisi 10 Meij 2022
Tanggal Efektit 10 Mei 2022
Disahkan Oleh KEPALA DINAS PERINDU AN, PERDAGANGAN,
KOPERAS!I USAHA KE WGAH
XQ \A
. ‘-Ill
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN g/
PERANGKAT DAERAH ¥
DINAS PERINDUSTRIAN, 4
PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA | — -—
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN | NAMA s0p Jasa Fe!avanan Fasilitasi Pe ritTl'lm'ﬂSF:FIﬁ'f I Halal /
KEBUMEN Merk

DASAR HUEUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Rl No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;

2. Undang-Undang Rl No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan
Produk Halal

3. Undang-Undang No 20 tahun 2016 Tentang Merk dan
Indikasi Geografis tanggal 25 November 2016

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang SPIP

5. PP No 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Mo 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk
Halal

6. Peraturan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangpa

7.Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan 5OP Administrasi Pemerintah di
Lingkungan Pemkab. Kebumen dan

8. Peraturan Bupatl Kebumen Nomor 119 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten Kebumen

1. Memahami Proses Pendaftaran Parijinan
2. Memahami dan Mengetahui Persyaratan dan

Dokumen Kelengkapan Perijinan

PERALATAN / PERLENGKAPAN :
- Peralatan Pengolah Data
- Personal computer

= Internet




Nomor SOP 11896/ ...
‘Tanggal Pembuatan | 10 Desember 2019

‘Tanggal Revisi 10 Mei 2022
Tanggal Efektif 10 Mei 2022
Disahkan Oleh KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
PEMERINTAH KABUPATEN ‘
KEBUMEN

PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,
IPEHDAG&NG#N.KDFEHAS!! KAt
USAHA KECIL DAN , NIP. 1968 [ 2321 98I0

MENENGAH Nama SOP Pelayanan Perijinan Los/Kios
Pasar.

DASAR HUKUM - KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 | 1. Memiiiki pengetahuan

(s (™ I

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan administrasi perkantoran.
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,; T 7 ———
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 | ‘L"t’er goperassan
tentang SPIP; e puter. o
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 2. "":'ﬂﬂifﬂlldllr"t.'IIIIU!IUIIdII
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Izin Baru.

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur,

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1
Tahun 2018 ientang Pengeiviaan Pasar Rakyal,

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengelolaan
Pasar Kabupaten Kebumen;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengelolaan
Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan Kabupaten
Kebumen;

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan di  Lingkungan
Pemkab. Kebumen; dan

8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas |
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha |




Kecll dan Menengah Kabupaten Kebumen.

KETERKAITAN

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Pedagang Toko/ Kios/Loos;

2. Pelaksana dari UPTD Pasar/ DPMPTSP;

3. Bendahara Penerimaan Pembantu;

4. Pelugas administrasi UPTD Pasar;

5. Staf UPTD Pasar

6. Kepala UPTD Pasar;

7. Kepala Seksi Pengelolaan Sarana Perdagangan;

8. Kepala Seksi Pengembangan Sarana
Perdagangan;

9. Kepala Bidang Sarana Perdagangan;

10. Sekrataris Dinas Perindag;

11. Kepaia Dinas Perindag;

12. Ka Dinas Penanaman Modal dan Perijinan

Terpadu Satu Pintu { OPM PTSP)

Databese pedageng, surat
pemberitahuan, blanko
permohonan izin, blanko izin
hunian, Surat 1zin Hunian, surat
pemyataan pengembalan
ruko,toko/kiosfos, buku catatan
kepatuhan pedagang, buku
ekspedisi dinas, buku ekspedisi,
measin ketik, computer, printer.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

Deafinisi ;

Pengelolaan izin hunian adakah  Kkegiatan untuk
melaksanakan administrasl izin hunian, mulai dari
pemeriksaan berkas permohonan,, penerbitan izin,
pemberian surat peringatan, pemberian surat perintah
pengosongan izin, pemberian surat pancabutan izin.




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN MNomor SOP - 050/ Qﬁfp L
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN | Tanggal Pembuatan | : 03 Januari 2022
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | '2nggal Revisi :
JI. HM Sarbini No. 89 ® , Fax (0287 ) 384434/ 2ngeal Efektif +03 Januari 2022
Disahkan Oleh :
KEBUMEN — 54311

A -:'Lw

Nama S0P STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengajuan Surat lzin Tempat Usaha (SITU).di UPTD Pasar
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana |
1. Undang-und:ng Nomaor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. | Kualifikas! Pendidikan
2 Undang-undang Noemer 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang SMA, 51;
3. Nomor 23 Tanun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. | Menguasai Standar
4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor & Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Operasioan| Prosedur
Perizinan Berusaha di Daerah Pengajuan SITU di UPTD
5. Peraturan Bupatl Kebumen Nomar 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Pasar
Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Kebumen; 3 | Mampu berkomunikasi
lisan dan tertulis dengan
E. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2018 Tentanrg Perubahan atas Peraturan baik
Bupati Keburnen Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi; Serta 4 | Mampu berkoordinasi
Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Kebumen; dengan efektif dan efisien
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar 5 | Mampu mengoperasikan
Rakyat; komputer
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 69 Tahun 2019 tentang Surat Izin Tempat
Usaha di Pasar Rakyat;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. | Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan Database pedagang, , alat tulis
melalui Sistem Informasi Perizinan DPMPTSP kantor, scanner, meja kursi
kerja, computer, printer,
Jaringan internet, ruang tunggu |
Peringatan ; Pencatatan dan Pendataan
Jika Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada administras| Disimpan sebagai data
pelayanan perizinan SITU belum dapat diproses elektronik dan manual




Dasar Hukum :
1. Peratwan Pemerintah Republik indonesia Nomer & Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dl Dacrah
2, Pematuran Dasrsh Kabupaten Kebumen Nomor I Tahun 2018 tertang Fengelolasn Pasar Rekyat;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Keburen Nomor &9 Tabun 2019 tentang Surat [zin Tempat Usaha di Pasar Rakyat;

A. ASPEK PENYAMPAIAN LAYANAN

STANDAR PELAYANAN
Pengajuan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) di UPTD Pasar

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Ll A

™

Persyaratan

Prasedur

Waktu Penyalasalan
Blaya/Tarif

Masa berlaky
Produk

Pengelolaan Pengaduan

WM

NP

Pengajuan SITU baru ;

Surat permohonan bermateral cukup

Fotokopi KTP/KK yang masih berlaku

Surat Perjanjian tentang kerjasama pangellaan
kios/los milik Pamerintah Darrah di Pasar Rekyat
Pangajuan SITU perubahan :

Surat permohonan bermateral cukup

Surat Izin atas nama pemegang izin yang meninggal
dunks

Fotokop! KTP/KK yang masih berlakuy

Surat kematian atas nama pemegang izin yang
meninggal dunla

Surat keterangan ahli waris yang disahkan pejabat
yang berwenang [bila pemohon adalah ahli waris)
Bukti pembayaran retribusi terakhir/pelunasan
retribasi

Surat Perjanjian tentang kerjasama pengelolaan
kiosflos miik Pemerintah Daerah dl Pasar Rakyat
Pengajuan SITU perpanjangan :

Surat permohonan bermateral cukup

Fotokopi KTP/KK yang masih berlaky

Surat izin terakhir yang dimilikl

Bukti pembayaran retribusi terakhir/pelunasan
retribusi

Surat Perjanfian tentang kerfasama pengelolaan
kiosflos mHlk Pemerintah Daerah di Pasar Rakyat

Pemohon menyerahkan barkas persyaratan
permohonan surat [zin tempat usaha untuk
dilakukan pengecekan kelengkapannya

UPTD Pasar meamverifikasi persyaratan dan
kelengkapan permohonan surat izin tampat usaha
darl pemohon  yang dicukupi oleh pemohon
maupun dar]l UPTD Pasar

Pemohon yang persyaratannya sudah diveriftkas
mengajukan permoahonan SITU melalul Sistem
informasl Perilinan DPMPTSP secara mandicl atau
dapat dibantu /difasitas! staf pelaksana di UPTD
Pasar

3 hari

Tidak dipungut biaya (gratis)

1 tahun

Verlfikasi  persyaratan  dan kelengkapan
permohonan surst izin tampat usaha

UPTD Pasar |s/d IV

Bidang Sarana Perdagangan Dinas Parindag
¥ab.Kebumen




ND T e

Menyediakan Sarana Pengaduan berupa :
Ruang pengaduan bagi yang datang langsung
Surat korespondensi

E mail : wahyudiwid@yahoo.co.id
Masing-masing Kepala UPTD Pasar | s/d IV

B. ASPEK PENGELOLAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISAS!

NO | KOMPONEN URAIAN
1. | Dasar Hukum 1.  Undang-undang Neomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
3. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
4. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintoh Republik Indonesia Nomer 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Perizinan
Berusaha di Daerah
5. Peraturan Bupati Kebhumen Nomor 73 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Serta Tata
Kerja  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan
Kab.Kebumen;
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2018
6.  Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen
Momor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasl, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kab.Kebumen;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Momor 1 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 69 Tahun
2019 tentang Surat lzin Tempat Usaha di Pasar Rakyat;
2. | Sarana Prasarana 1. Database pedagang
2.  alat tulis kantor
3. scanner
4, meja kursi kerja
5. Computer
| B.  Printer
7. jaringan internet
; 8. Ruangtunggu
3 Kompetisi Pelaksana 1. Kualifikasi pendidikan 51, SMA
| 2. Menguasai Standar Operasican! Prosedur Pengajuan
SITU di UPTD Pasar
3. Mampu berkomunikasi lisan dan tertulis dengan baik
4,  Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
5. Mampu mengoperasikan komputer
4 Pengawasan Internal 1. Kepala Disperindag melakukan pengawasan secara
periodik melalui Rapat Evaluasi Bulanan dan Evaluasi
yang dapat dilakukan sesuai kebutuban
2. Kepala Disperindag memerintahkan kepada Kepala
Bidang/Kepala Seks| yang menangani pasar untuk
melakukan pendampingan ke UPTD Pasar secara berkala
5 Jumlah Pelaksana 1  Petupas pasar /lapangan 2 orang
2. Petugas verifikasi 1 orang
3. KaUPTD Pasar 1 orang
6 Jaminan Pelayanan Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan
sesuai S0P, Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan
serta didukung oleh petugas yang kompeten di
bidangnya dengan perilaku pelayanan yang ramah,
sopan, mudah, cepat, transparan, adil dan akuntabel




Jaminan Keamanan dan Keselamatan Peayanan

Evaluasi Kinerja

B
H

Keamanan produk layanan yang dijamin transparan, adil
dan akuntabel

Keselamatan dan kenyamanan kendaraan tempat parkir
Tersedianya ruang tunggu untuk pelayanan, kamar
mandi, alat pemadam kebakaran,cctv

Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat
diutamakan bebas dari pungutan liar

Evaluasi dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan
tahunan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan guna
menjaga dan  meningkatkan mutu  serta  kinera

pelayanan , antara lain melalui Survey Kepuasan
Masyarakat




Flow Chart Pengmjuan Surat [zin Tempat Usaha (81TU) dl UPTD Pasar
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PEMERINTAH KABUPATEN

| Nomor SOP 18961/ ...
Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2022 i
Tanggal Revisi 18 Mei 2022
Tanggal Efeklif

' Disahkan Oleh

KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH

DINAS PERINDUSTRIAN. |
PERDAGANGAN, KOPERASI

USAHA KECIL DAN
MENENGAH

Nama SOP

| Pelayanan Surat

|
18 Mei 2022 |
KEPALA DINAS |
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI |
USAHA KECIL DAN MENENGAH |

~ NIP. 1968133

Pembelian BBM Jenis Tertentu
{Solar) Untuk Usaha Mikro.

DASAR HUKUM

KUALIFIKAS| PELAKSANA |

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah.

Kitab Undang — Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 263.

Perpres Nomor 181 Tahun 2014 Tentang
Penyediaan. Pendistribusian, dan Harga Jual
Bahan Bakar Minyak.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2013 |
Tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu
untuk Konsumen Pengguna Tertentu,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2014,

Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor
540/2473/20168 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Pengguna BE!J'u'II
Tertentu di Kabupaten Kebumen

KETERKAITAN

Arsip Asli Surat Rekomendasi Pembelian BBM
Jenis Tertentu (Solar) Untuk Usaha Mikro.

' PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Memiliki kemampuan T
administrasi perkantoran. ‘

2. Memiliki kemampuan
mengoperasikan komputer

. SOP yang terkait dengan SOP Pelayanan Surat | 1. Laptop / Notebook.

Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu
(Solar) Untuk Usaha Mikro.

2. Printer.
3. ATK.




PERINGATAN

PENCATATAN DAN
PENDATAAN

Apablla kegiatan tidak terlaksana tepat wakiu maka
akan terjadi keterdambatan terbitnya Surat
Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu (Solar)
Untuk Usaha Mikro.




ﬂemohun Membawa: \\

1. Surat Keterangan Usaha (tandatangan desa s/d kecamatan
2. Surat Pengantar Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu
dari Desa
3. Photo Copy KTP Elektronik
4. Photo Copy Kartu Keluarga
5. Surat Persetujuan Pembelian BBM vyang dikerluarkan oleh
K Kepala SPBU dan ditandatangani serta cap SPBU

Petugas menolak berkas yang tidak
lengkap dan memberikan solusi

/

-

SELESAI

_\

/Pemuhun Membawa: \\

Surat Keterangan Usaha (tandatangan desa s/d kecamatan
Surat Pengantar Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu
dari Desa

. Photo Copy KTP Elektronik

4. Photo Copy Kartu Keluarga

Surat Persetujuan Pembelian BBM vyang dikerluarkan oleh

Bl

L

n

K Kepala SPBU dan ditandatangani serta cap SPBU

KEPALA DINAS PERINDUST BMN PERDAGANAGAN
KOPERASI LISAH KEﬂL DAN MENENG#H

J' ’

NIP. 19631229‘199&39 -661

i

Petugas memeriksa kelengkapan
berkas pemohon

4

4 N\

Petugas membuat Surat Rekomendasi
Pembelian BBM Jenis Tertentu dan
ditandatangani oleh Pejabat yang

berwenang
. w

4

4 ™\

Petugas menyampaikan hasil penerbitan
Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis
Tertentu kepada pemohon

. P




' Nomor SOP 189.6/ ...
'Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2022

Tanggal Revisi 18 Mei 2022

Tanggal Efektif 18 Mei 2022

Disahkan Oleh ~ KEPALADINAS |
PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KE I_DAN

PEMERINTAH KABUPATEN

KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN NIP. 1968 }§ t‘HH
MENENGAH Nama SOP Fasiitasi jin Halal
DASAR HUKUM | KUALIFIKASI PELAKSANA |
1. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang | 1. Memiliki kemampuan |
Cipta Kerja. administrasi perkantoran
2. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang | 2. Memiliki kemampuan
Perlindungan Konsumen. menganalisa data

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor | 3. Mampu mengoperasikan
31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Computer

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal.

KETERKAITAN 'PERALATAN PERLENGKAPAN
" 1. SOP yang terkait dengan SOP Fasilitasi fjin Halal | 1. Laptop / Notebook. =
2. Arsip asli penerbitan sertifikasi ijin Halal 2. Printer.
3. ATK .
- PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN

1. Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan
mengakibatkan keterlambatan informasi dan
informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu.

2. Apabila dalam pengeloaan arsip kurang tertib,
akan menyulitkan pencarian dokumen,
(mempersulitdiri sendiri).




Persiapan Sistem Jaminan Hala
!
pendaftaran / Penyerahar

ifikasi Halal IR

Pemeriksaan Kecukupan Dokumen

Dapat Pre Audit
diaudit ? Memorandum

Produk berbasis hewan

Rapat Auditor

Perlu Analisis Analls
Lab?

is Lab

Penyerahan Dokumen
Sertifikasi Halal

Persyaratan
Audlit terpenuhi ? Mengandunj

Memorandum {Status SIH A/B) ‘Fa;;f:?:ﬁ

Tidak dapat
Rapat Kamisl Fatwa Disertifikasi

Persyaratan
Terpenuhi?

Perusahaan

Ya
LP POM MUI . Penerbitan Sertifikat Halal

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANAGAN KOPERASIUSAHA KECIL DAN

Y\ o5
By ATEN KEBUMEN



Nomor SOP  [1896/ ...

Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2022

|' Tanggal Revisi 18 Mei 2022
Tanggal Efektif | 18 Mei 2022
Disahkan Oleh KEPALA DINAS

PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KgclL DAN

PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH

DINAS PERINDUSTRIAN, I
PERDAGANGAN, KOPERASI

USAHA KECIL DAN NIP. Itmsmmgu 1001
MENENGAH Nama SOP Fasilitasi 0SS (Online Single
Submission)
DASAR HUKUM KUALIFIKAS| PELAKSANA
1. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2020 tErTang- 1. Memiliki kemampuan
Cipta Kerja administrasi Perkantoran

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5§ Tahun 2021 |2. Mampu mengoperasikan
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha computer.
Berbasis Risiko.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021
terkait Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
terkait Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,
Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021
tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perhutanan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berasal dari Denda Administratif di Bidang
Kehutanan.




12,

13.

14,

15.

16.

Peraturan Pamerintah Nomor 43 Tahun 2021
tentang Penyelesalan Ketidaksesusian Tata
Ruang, Kawasan Hutan, 1zin, danvatau Hak Atas
Tanah,

Peratoran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Kerja Sama Amara Pemerintah Pusat denhgan
Badan Usaha Milik Negara dalam
Penyelenggaraan informas| Geospasial Dasar.
Peraturan Menteri Koordinatar Bidang
Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2021 tentang Tata Cara  Penyusunan,
Pemutakhiran, dan Penetapan Peia Indikatif
Tumpsng Tindih Pemanfaatan Ruang.

Peratiran Menteri  Lingkungan Hidup Dan
Kehutanan Republk Indonesia Nomor 4 Tahun
2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan
Yang Wajip Memiliki Anglisis Mengenai Dampak
Lingkungan  Hidup, Upaya  Pengelolaan
Lingkungan Hidup Dan Upayva Pemantauan
Lingkungan Hidup Atau Surat Pemyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan  Pemantzuan

Lingkungan Hidup.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP yang terkait dengan SOP Pealayanan 1. lLaptop / Notebook.
Fasilitagi OSS {Online Single Submission) 2. Printer.
2. Arsip akun dan user name OSS (Online Single 3. ATK
Submission)
PERINGATAN PENCATATAN DAN
PENDATAAN

. Apabila kegiatan tidak terlaksana maka akan

mengakibatkan keterlambatan Informasi dan
informasi fidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu.
Apabila dalam pengeloaan arsip kurang tertib,
aken  menyulitkan  pencarlan  dokumen,
(mempersukitdiri sendir).




emohon Memiliki:

KTP Elektronik

Akun Google Mail aktif beserta password login
Nomor HP atau Whatsapp aktif
Usaha pada sektor Mikro,
Menengah

I

Kecil

~

ataupun

/

Petugas menolak berkas yang tidak
lengkap dan memberikan solusi

SELESAI

KEPALA DINAS PERIN DUFI'H!:EI_}I__ _F_ERDAGANAGAN
KOPERASI USAHA KECIL DANMENENGAH KABUPATEN
RN

—

-

emohon Membawa:

/PPNH 'u\

~

KTP Elektronik
Akun Google Mail aktif beserta password login
Nomor HP atau Whatsapp aktif
Surat Keterangan Usaha dari pihak Balai Desa
atau Kelurahan setempat

A

7

\-

Petugas memeriksa kelengkapan
berkas pemohon

g

=

Petugas membuat akun OSS(Online Single

Submission) untuk pemohon beserta user

name dengan mendaftar melalui akun google

mail yang terintegrasi ke aplikasi OSS (Online
single Submission)

o

Petugas membuatkan perijinan baik k
usaha Mikro, Kecil maupun Menengah
sesuai dengan kepemilikan usaha
pemohon
\. J




1896/ .

KEPALA DINASPERINDAGKUKM_"

Pembin, m
NIP. 19681

S0/

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efekuf
isahkan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN

KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI Nama SOP
USAHA KECIL DAN MENENGAH

DASAR HUKUM

Pelayanan ljin Pcncl;???:iﬂénmﬁ

KUALIFIKASI PELAKSANA

I. Undang-Undang ‘Nomor 25 Tahun 1992

Perkoperasian;

tentang

I

Kerja:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

3. Peraturan Pemenntah Nomor 4 Tahun

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

4. Peraturan

1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendinan dan

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang |

Bt

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan | 5.

Pemerintah Daerah:

5. Peraturan Pemenintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang | 6,

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Kn;n,mu
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

=

Reformasi Birokrasi Nomor 35
Pedoman Penvusunan Standar Operasional Prosedur:

Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Tahun 2012 tentang

7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun
Pembinaan

20018  tentang dan

Perkoperasian;

Penyelenggaraan

8. Peraturan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi:

9. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun
2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi:

10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 |

tentang  Pedoman  Penyusunan  SOP  Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemkab Kebumen.

11.Peraturan  Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas  Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen.

7.

dengan bidang tugas;

Berpenampilan menarik;

Menguasai  Standar  Operasional
Prosedur ljin Pendirian Koperasi;
Memiliki pengetahuan  fentang
perundang-undangan terkait
perkoperasian;

Mampu berkomunikasi  lisan dan

tertulis dengan baik;

Mampu berkoordinasi dengan efekuf
dan efisien;

Mampu mengoperasikan komputer

" Kualifikasi Pendidikan DIV/S] linear |

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN : |

_—

Kelompok masyarakat vang ingin mendirikan koperasi;
Petugas Administrasi  Agendaris  Disperindag  KUKM
(Front Office),
Petugas  Pengelola
Kelembagaan,

Sub Koordinator Kelembagaan dan Informasi;
Kepala Bidang Koperasi dan UKM;
Sekretaris Dinas Perindag KUKM;

Kepala Dinas Perindag KUKM;

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Pelayvanan  dan  Pembinaan

>

LIS

|

2
3
4

- Komputer/Lapiop
. Printer

Alat talis

. Meja kursi




PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika Standar Operasional Prosedur ini tidek dilaksanakan
akan berdampak pada terhambainya proses keluarnya SK
Badan Hukum Koperasi (Kementerian Hukwn dan Hak Asesi

Manusia)

Disimpan sebagai dokumen manyal




FLOW CHART IJIN PENDIRIAN KOPERASI

‘ Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pemohon | FO Tim Teknis | Kepala Dinas | Notaris Persyaratan/ Waktu | Output Keterangan
(NPAK) Kelengkapan |

1. | Pemohon/masyarakat/’kelom Surat Undangan 0,5 Jam | Disposisi/Perintah Tim Teknis
pok masyarakat [: > O perihal Sosialisasi dan menghadir
menyampaikan Undangan Pembentukan | Undangan
perihal Sosialisasi dan ; Koperasi Sosialisasi dan |
Pembentukan Koperasi A | Pembentukan

. | Koperasi J

2. | Pemohon/masyarakat’kelom /" Berkas/Dokumen 9 Menandatangam BA | Tim Teknis
pok masyarakat mengajukan Pengesahan Badan (sembila | Penvuluhan oleh menelit/memver
berkas/persvaratan > A Hukum Koperasi n) hari | Pemohon ifikasi
Pendirian Koperasi (vang ditujukan ke kelengkapan

/ Kementerian Hukum Berkas/dokumen
yd dan HAM)

3. | Pemohon/Yang diberi Kuasa / Berkas/Dokumen 20 (dua | 1. Akta Pendinan Notaris
oleh Rapat Anggota untuk Pengesahan Badan puluh) (Notans) dan menyerahkan
menghadap Notaris Pembuat __,__,______/ Hukum Koperasi hari 2. SK Pengesahan Akta dan SK ke
Akta Koperasi (NPAK ) : l:l (vang ditujukan ke Koperasi (dari OPD vang
menyampaikan ' Kementerian Hukum Kemenkumham) membidangi
berkas/persyaratan dan HAM) Koperasi
Pendinan Koperasi

4. | Penyerahan Tim teknis
I, Akta Pendinan (Notaris) menyerahkan

dan legalitas kepada

2. SK Pengesahan Koperasi i <> 5 pemohon

(dart Kemenkumham)




Nomaor SOP

1896/ ...

Tanggal Pembuatan

 Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan olch

PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN
MENENGAH

MNama SOP

"Pt:mhahan A.n;,gamn Dasflr Koperasi

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

M

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1992 tentang

Perkoperasian,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

kerna;

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengasahan Akta Pendinan

Peraturan Pu.mu.nmnh ‘Nomor 79 Tahun 3005 tentang |

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan
Pemerintah Dacrah;

Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi
dan Usaha Mikro, Keeil, dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun

2018 tentang dan  Pembinaan

Perkoperasian,

Penyelenggaraan

8.

Peraturan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi,

9.

Keputusan Menteri Knpmm dan UKM Nomor 98 Tahun

2004 tentang Notans Pembuat Akta Koperasi;

10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013

temang  Pedoman Penyusunan  SOP  Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemkab Kebumen;

‘1. Peraturan Bupﬂu Kebumen Nomor 119 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugns Pokok
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

___Kabupaten Kebumen.,

SR

Kualifikasi  Pendidikan  DIV/S]
lincar dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik;

Menguasai  Standar  Operasional
Prosedur Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi;

Memihki  pengetahuan  tentang
perundang-undangan terkait
perkoperasian;

Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

Mampu berkoordinasi  dengan

elektifl dan efisien;
Mampu mengoperasikan komputer;

KETERKAITAN :

| =

Lad

WNTUE

Pengurus Koperasi;

Petugas Administrasi Agendaris Disperindag KUKM
(Front Office);
Petugas  Pengelola
Kelembagaan;

Sub Koordinator Kelembagaan dan Informast.
Kepala Bidang Koperasi dan UKM,;
Sekretaris Dinas Perindag KUKM;

Kepala Dinas Perindag KUKM;

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).

Pelavanan  dan  Pembinaan

S

PERALATAN/PE RLLN(:I\AF&N

lwmpumrfl aptop
Printer

Alat tulis

Meja kursi




PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan
akan berdampak pada terhambatnya proses kelusrnya SK
Perubshan Anggaran Dasar Koperasi (Kementerian Hukom
dan Hak Asasi Manusia)

Disimpan sebagai dokumen manual




FLOW CHART PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan FO | Tim Teknis| KepalaDinay  Notaris Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
(NPAK) Kelengkapan
1. | Koperasi menyampaikan Surat Surat Permohonan ¢,5 Jam Disposisi/Per | Tim Teknis
Permohonan Fasilitesi Perubahan "'<> > Fasilitasi Perubahan intah memberikan
Anggaran Daser Koperasi AD Koperasi Bimbingan dan
Pendampingan
A - terkait tata cara
P ot Perubshan AD
2. | Koperasi mengajukan 7 Berkas/Dokumen 9 sembilan) | Legalisir Tim Teknis
berkas/persyaratan Perubahan Pengesahan hari SUSunan meneliti/memverifik
AD Koperasi I-A Perubahan AD Pengurus dan | asi kelengkapan
/ Koperasi (yang Pengawas Berkas/dokumen
ditujukan ke
/ Kementerian Hukum
dan HAM)
3. | PemohonvYang diberi Kuasa / Berkas/Dokumen 20 (dua 1. Akta Notaris
oleh Rapat Anggota untuk Pengesahan puluh) hari Perubaha | menyerahkan Akta
menghadap Notaris Pembuat Perubahan AD n AD dan SK ke OPD
Akta Koperasi (NPAK) _L/ Koperasi (yang (Notaris) | yang membidangi
menyampaikan ditujukan ke dan Koperasi
berkas/persyaratan Perubahan Kementerian Hukum 2. 5K
AD Koperasi dan HAM) Pengesah
an
Perubaha
n AD
Koperasi
(deri
Kemenku




&

Penverahan : Tim teknis
|, Akta Perubahan AD menyerahkan
(Notaris) dan legalitas kepada
2. SK Pengesahan Perubahan pemohon
AD Koperasi (dari
Kemenkumham)

30 (tiga

| puluh) har




PEMERINTAH KABUPATEN

DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI

Nomor SOP

e )

Tanggal Pembuatan

_T.mggat Revisi
Tanggal Efeknf
Disahkan olech

KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH

___'.,:-'_,-'_‘.'l'._"—
\},l 1 ”‘-#1
..""..C. .......... ~V, |
“KEPALA DINASPER mmﬁﬁ\r}fiw
KA *I.TI'

Pcmbma‘ﬁ@g;@%ﬂ_@ Z4
NIP. 19681229 01

MNama SOP
USAHA KECIL DAN

MENENGAH

Pengawasan Koperasi

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

. Undang-Undang Nomer

25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian,

3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kernua,

2

Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 1995 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam  oleh
Koperasi;

Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan
Pemerintah Daerah: 21 8

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur:
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun
2018  tentang  Penyelenggaraan  dan  Pembinaan
Perkoperasian;

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14 Tahun
2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam
dan Pembiayaan Syariah;

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun |
2015 tentang Rapat Anggota Koperasi,

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  Simpan
Pinjam dan Pembiayaan Svariah oleh Koperasi;

10.Peraturan Menten Koperasi dan UKM Nomor 02 Tahun

2017 temang Perubahan Permenkop Nomor 15 Tahun
2015 tentang  Pelaksanaan Kegiatan  Usaha  Simpan
Pinjam oleh Koperasi;

11, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun

2020 tentang Pengawasan Koperasi;

12.Peraturan  Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013

tentang  Pedoman  Penyusunan  SOP  Administrasi
Pemerintzhan di Lingkungan Pemkab Kebumen;

13 Peraturan  Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas  Perindustrian,
Perdaganpan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Kebumen.

=

!...uj

Kualifikasi Pendidikan minimal DIII
lincar dengan bidang tugas:
Menguasai  Standar  Operasional
Prosedur Pengawasan Koperasi;
Memiliki  pengetahuan  tentang
perundang-undangan terkait
perkoperasian;

Mampu  berkomunikasi
tertulis dengan baik;
Mampu mengoperasikan komputer;
Memiliki  Sertifikat  Fungsional
Pengawas dan Sertifikat Penilaian
Kesehatan Koperasi

hisan dan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN ;

Jod ==

L SO ol

Pengurus Koperasi;

|1.

Petugas Administrasi Agendaris Disperindag KUKM | 1.
. Alat s

(Front Office).

Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi,
Kepala Bidang Koperasi dan UKM;
Sekretaris Dinas Perindag KUKM: '
Kepala Dinas Perindag KUKM.

[4.

Komputer/Laptop
Printer

Meja kursi




PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan
akan berdampak pada terhambainya proses Penpawasan

Koperasi

Disimpan scbagai dokumen manual




FLOW CHART PENGAWASAN KOPERASI

Pelaksana Mutu Baku
- Tim FO Kepala| Koperasi| Persyaratan | Waktu | Output e
Wai| Kegitan Teknis Dinas /Kelengkap e
an
1. | Tim Teknis Daftar 2 Jam | Surat
menvusun D < . nama dan Pember
Daftar \-\ Alamat itahuan
Koperasi ‘ Kunjun
yang akan gan
dilakukan Pengaw
Pengawasan | NG asan
2. | Koperasi \ Data 7 han
mempersiapk kelembagaa
an data-data ™ I:] n, data-data
yang diminta keuangan
3. | Visitasi/kunj Berkas/Dok | 4 jam
ungan | umen
lapangan Pengawasa
n
4, | Surat Berkas/Dok | 05 | Rekom
Rekomendasi umen Hasil | Jam endasi
Visitasi
5. | Tindak
Lanjut
Pengawasan




DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

Nomor SOP 1896/
e Tanggal Pembuatan '
Tanggal Revisi -
Tanggal Efektif - A S
Disahkan oleh KEPALA DINASPERINDAGKUKM
KA KEBUMEN
PEMERINTAH )
KABUPATEN KEBUMEN Drs. F Mm
PERANGKAT DAERAH Pembifi tama \
DIN;\S Pfiﬂﬂt HIRMN- NIP. 19681229:199009 | mn
*ERD iAN, s S PR I Py |
KOPERAST USAHA KECIL Nama SOP LE:,I:::: Perizinan Usaha Simpan Pinjam
DAN MENENGAH

| Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja,

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang

4. Peraturan  Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
mnmng I’Ldmnun l’Lml:ninaan dan Pengawasan

5. Peraturan Pi:mcrlntah Nr.}mur 05 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis
 Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang

(Kemudahan, Perlindungan, dan  Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
lentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur;

8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik
Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas  Peraturan Menteri Koperasi dan  UKM
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Y. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan SOP  Administrasi
_Pemerintahan di Lln_bkungan Pemkab Kebumen.

" 10.Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021
tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Keceil
dan Menengah Kabupaten Kebumen,

Keterkaitan

1.

Kualifikasi Pendidikan DI V/S1 linear
dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik;
3.

Menguasai Standar Operasional Prosedur
fasilitasi Perizinan Usaha Simpan Pinjam

Koperasi,
Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan terkait

perkoperasian;

Mampu berkomunikasi lisan dan tertulis
dengan baik;

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan
efisien;

Mampu mengoperasikan komputer;

I, Pengurus Koperasi

g —

LA

Knmpuluﬂ.aptnp

Printer

Alat tulis

Meja kursi

Jaringan Internet vang memadai

dilaksanakan akan berdampak pada terlambatanya
proses Keluamya penizinan  usaha simpan  pinjam

koperasi

2. Sistem OSS (Online Single Submission)
Pmngulun |
Jika  Standar Operasional  Prosedur  ini tidak

i’cncammn dan Pendataan:

‘Disimpan sebagai dokumen elektronik dan
manual




Flowcahrt Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi

kulan Update Datia BISETUIU
Pemaohan/ 4
Eopsras Larma A
Update Data
¥
KEMENKUMHAN BEPM Emﬂcﬂﬂ_ﬁm DISPERINDAG KUKM &
KEMENKOR i it it DPMPTSH L1 op cam i wsaha
Dota diupdate sistem Online Single st Biomoh Melabiubion Vesitasl Simpan Plnjam Koperag
Data di Online Data admintstrast Badan Subimisdan _._H““ui._:__ on Koperasi
System (0DS) ] Hukum foss) '
[SABH)
v
MITOLAK
Pemobon/
' N :
Koperasi Bary embentuk Koperas & Mendapatkan 5K AHL

Pemohon meembeiutkan data di 055 J

AN DAN FERDAGANGAN
~OAN MENENGAH
BUMEN . =

KEPALA DINAS PE

RINDU
KOPERASLLSAHAR

Catatan: Jangka Waktu Pemenshan Persyaratan 3 Hard



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

“Tanggal Revisi

| Tanggal Efekuf

Disalikan oleh

PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,

rﬁp|9an5 199009° uGt

PERDAGANGAN, KOPERASI' 'Nama SOP Pembukaan Kantor Cabang-ddn Mediasi
USAHA KECIL DAN Permasalahan Koperasi
MENENGAH
DASAR HUKUM: KUALIFIKAS] PELAKSANA:

]

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Perkoperasian;

tentang

b

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kena,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
. Koperasi,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang |

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun

2021 ter{mng
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2021 tentang
Kemudahan,  Perlindungan, dan  Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:;

7. Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

8. Peraturan Menteri  Koperasi

dan UKM Republik
Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 temang Perizinan
'Usaha Simpan Pinjam Koperasi,

9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan SOP  Administrasi

Pemenntahan di Lingkungan Pemkab Kebumen;

10, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen

lad 12

 Kualifikasi Pendidikan DIV/S] linear

dengan bidang tugas;

. Berpenampilan menarik;
. Menguasai

Standar  Operasional
Prosedur Pembukaan Kantor Cabang
dan Mediasi Permasalahan Koperasi;

. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan terkait
perkoperasian;

. Mampu  berkomunikasi  lisan  dan

tertulis dengan baik,

. Mampu berkoordinasi dengan efektif

dan elisien;

. Mampu mengoperasikan komputer,

KETERKAITAN ;

R

DEaDE

Pengurus Koperasi;

Sistem OSS (Online Single Submission);
Petugas Administrasi Agendans Disperindag KUKM
{Front OfTice);

Petugas Pengadministrasi Perijinan,

Sub Koordinator Kelembagaan dan Informasi;

Kepala Bidang Koperasi dan UKM,

Sekretaris Dinas Perindag KUKM;

Kepala Dinas Perindag KUKM:

Kepala DPMPTSP Kab. Kebumen.

e

PERALATAN/PERLENGKAPAN : |

Komputer/Laptop

Printer

Alat tulis

Meja kurs:

Jaringan Internet yang memadai




PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika Standar Operasional Prosedur ini tidak dilaksanakan | Disimpan sebagai dokumen elektronik
aken berdampak pada icrhambainya proses perizinan | dan manual

Pembukaan Kentor Cabang, dan hasil Mediasi
Permasalahan Koperasi kurang maksimal




Flowcahrt Izin Cabang, 1zin Cabang Pembantu dan
Izin Kantor Kas

DasETLUUI
f Melakukan CHSETUIL
Pemahon) Updatie
Kopetasl Data A
| Lama ——
Update 4
Data
Membuka DISPERINDAG
Kantor IR KUEM &
 DISPERINDAG | DISPERINDAG g ...:__n tain P orshiid DISPERINDAG Py ltin Cabang, Cabang
KEMEMNELIMEARM BEEA KUK KUKM & ...___..._ il Catiior Kas KLIERS i PO - Pembantu, Kas
NI verifikasi Data opmprsp [ Simpan  —— KIMOTKE. . yvenias Data stk Keluar
H g
R Uatadiupdate o — Onfine Single=). Usulan Melakukan [l s Cabang UKL Eemaon Kopsrasl
Data di Online = gieeorm Administrasi Submission Parmphon Vishaid Eoperasi =5iiod) (Koperasl) |
Data Syatem Badan Hukum foms) (Keparasi} Koperasi melalul G55
(Gos) {SABH) brinimsd st .
|
DITOLAK
ENTOLAN
o bl -
Koperasi  PE—Y T SR Pemnghon
Bary ERCh N meembetilan =
J Sk AHU data di
055

Catatan: Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan 3 Harl




DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA

)

SOP PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG DI KANTOR

KEBUNMEN

UPTD METROLOGI LEGAL

KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

' DASAR HUKUM:

l.

3

Lad

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemenntah Daerah:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sislem
Pengendalian Intern Pemenntalh:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang
UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

Peraturan Menteni Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Tera dan Tera Ulang UTTP,

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN
TGL., REVISI

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA S0P

189.6/ .33

28 Februari 2019
It Mei2022

Il Mei 2022

::e A
"-H' £ :
st RIAG ( ) ]
51': '.-1.!,.

\\\gn HAIDAR. MPA

S *'P‘en bina Litama Mudy
“'IP 19681229 199009 1°001

'SOP PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG DI

KANTOR

 KUALIFIKASI PELAKSANA:

Memiliki sertifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi
Memahami sistem administrasi dan pelayanan

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

Cerapan tera dan tera ulang

Cap Tanda Tera (CTT)

Peralatan pengolah data

Kwitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)
Dafiar Biava Retribusi Daerah yang Berlaku



)

8. Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang
Unit Metrologi Legal;

9. Peraturan Daemh Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun ZHIQ‘
tentang Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daermah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Talum 2019
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

11. Persturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pervbahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan SOP  Administrasi Pemerintahan  di
Lingkungan Pemerintab kabupaten Kebumen,

13, Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, seria Tata Kena Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

14. Peraturan Bupati Nomor 143 Tshun 2021 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Orgenisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja

UPTD Metrologi Legal;
15. 3K Dirjen PKTN tentang Syamat Teknis.
KETERKAITAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:
SOP Pengelolaan Cap Tanda Tera + Surat Permohonan Tera dan Tera Ulang (Jika Ada)
SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional UML « Data dan Spesifikasi UTTP
+ Siatus Sah/Batal UTTP
PERINGATAN: + Biaya Retribusi

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan terlaksana
Pelayanan Tera dan Tera ulang di Lokasi Unit Metrologi Legal (UML)
dengan baik dan benar




1. Flowchars SOP Pelavagad Tera dan [era Ulang di Kantor

Kuntor UML Mutu Eakn
| Nomor Abktifitus Kepalu Pencra Pelaksana | Wajib ' T'T'U Persyaratan  Waktu Output Keterangan
1ML adm, 0 _ o
{1 (2) (3) 4y |. 3 6 . (@ (8} {9 (1)
1, Mengajukan  permohonan  terattera  ulang - o UTTE
(TTLN ke kantor Uit Moetrolog Tepal Permohonan |
(UML)
3. Menerima pennohonan dan memeriksa tuang Surat an . Bukti Order,
Tingkup pelayanan UML. Jika maspk dalam i YA, pennohunan menit | Formalir Kaji
| rnang lingkup maka meregister permohonan, | ; [Nang
" memenbksa kelengkapan, mengecek  visual : Pettnintant
memberikan bukt vnier dan menyerabban ke ' 1T,
ruang TTLL lika tidak masuk dalem mang Rukamendas
lingkup maia LTTP dikembalikan kepada lasilitagi
wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji nlang I
permintaan  TTU,  Selanjutnya  diteruskam
ok dilakykan TTU ke JPTAIME terdelnt
vang rmemiliki reang lingkop, ]
3 Melakukan pengujian TTL., mengisi cerapan Cerapan Sesual Curapan,
TTU. Jitko sesuai persyaretat maka TP ¥ TIDAK Copengudian, Syurat Tapak CTT
dibubuhkan Tanda Tera dan‘atau diterbitkam <\“-._ iR, CTT Tekmis .
SEHT berdasarkan cerapan TTE. Jika (dak T UTTP
scsuf pergyaratan dar tidek dapar diperbaike,
meke UTTP dibububkan Tanda Batal dam YA
dikembalikan ke Wajib TTL, o R
4. Mempersiapkan konsep 5KHP seseai data N I Cerapan 30 menic Kuonszp
cetapan dari Penera; il IR ' POurre dari : SKHP
o ' Penera
3, Memeriksa dan menandatangrani SKEHP; . | Konsep 13 menit SKIm
; SEE '
B. Menerbitkan SEHP ¢ SKRD, mcmberikan : i Perda E0 menit *~ SKIIP, SKRD,
UTTP danistan SKHP kepada Wajib TTU. ; i Retribusi ' Berkas TTL
mernberkaskan dokumen TTU. : = . . i LTip

Keteranuan: A adalah polaksanaan kevjasama atan fasilitos) Tere dan Tera Ulang



D, D

. Deskripsi

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara kegiatan pelayanan tera dan tera vlang di kantor.

. Pihak yang terkait

a. Kepala Unit Metrologi Legal atau Pejabat Berwenang sesuai Perzturan Dacrah yang berlaky;

b. Penem;

¢. Pelaksana Administrasi,

d  Wajib TTU.

. Formulir'Dokumen yang digunakan

a. Formulir Bukti Order,;

b. Formulir Kaji Ulang Permintaan;

¢. Buku Register;

d. Formulir SKHP;

€. Formulir SKRD;,

f. Instruksi Kerja;

g Cerapan TTU,

. Output yang dibasilkan

a. Tapak CTT dan/atau SKFIP;

b. SKRD,

¢. Rekomendasi Fasilitasi TTU,

. Prosedur Kerja

A Wajib TTU mengzjukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML),

b. Pelaksana administrasi menerima permohonan & memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan,
memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidek masuk dalam ruang lingkup maka UTTP
dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya direkomendasikan untuk dilakukan TTU ke UML terdekat
yang memiliki ruang lingkup diinventarisesi untuk di TTU melalui MoU atau Fasilitasi TTU,

. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibububkan Tands Tera dicap sah dan‘atau cerapan TTU
diserahkan ke Pelaksana administrasi untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidek sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka
UTTP dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU,

d. Pelaksana administrasi mempersiapkan konsep SKI-113 sesuai data cerapan dari Penera;

¢. Kepala UML atau yang berwenang rmemeriksa dan menandatangani SKHP;

f Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHF dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU,



SOP PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG DI LUAR KANTOR

UPTD METROLOGI LEGAL

' NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA "yamA sOpP

KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

DASAR HUKUM:

1.

2

(%

Undang-Undang Nomor 2 Tahun [98] tentang Metrﬁlﬂgi
Legal;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dagrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20035 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemenntah:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 temtang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur,

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang
UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

189.6/ 3365
28 Februari 2019

N Mei 2022

I Mei 2022
e
\S PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
ASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
BHATEN KEBUMEN

NIP. 19681229 199009 £ 001

. SOP PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG DI LUAR |
 KANTOR

KUALIFIKAS]I PELAKSANA:
e  Memiliki sertifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi |
o Memahami sistem administrasi dan pelayanan |

PERALATAN / PERLENGKAPAN:
e Cerapan tera dan tera ulang

Cap Tanda Tera (CTT)

Peralatan pengolah data

Kuitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)

Dafiar Biaya Retribusi Daerah yang Berlaku

Undangan Tera dan Tera Ulang

Kendaraan Operasional



)

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 20138 tentang
Tera dan Tera Ulang UTTP;

8. Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang
Unit Metrologi Legal;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2019
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 temnng
Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah kabupaten Kebumen;

13. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, senta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah;,
14. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susuman Organisasi, Tugas, Fungsi,

seita Tata Kerja UPTD Metrologi Legal;
15. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis.
KETERKAITAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:
SOP Pengelolaan Cep Tanda Term « Surat Permohonan Tera dan Tera Ulang (Jika Ads)
SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional UML « Dats dan Spesifikasi UTTP
« Status Sah/Batal UTTP
PERINGATAN: » Biaya Retribusi

Apabila SOP ini tidak dilaksanekan, maka tidak akan terlaksana
Sidang Tera dan Tera Ulang dengan baik dan benar




)

1. Flowchart SO Pelayanan Sidanp Tera Lilang di Luar Kantor
Kantor UML Muiu Baku .
| Nomor Aktifitas Kepala Penera Pelaksana | Wajib TEU Persysratun | Waktu Output Keterangan
' M. adm.
) {2} 3D 4y | _(3) 6y {7} (8) (9 (10)
1, Mengmmkan undangan’  pemberitahuan Permohonan Undanzan,
sidang Tera Ulang, menyusun konsep SPT, l { l _ kinsep SPT
2 Menandatangani SFT; 10 menit 5T
|
3. | Meregister dun tnenginventarisasi Wajib 11U 60 menit Register di lokasi
yaug hadir, N sidang tera
v alang
4. Mlelakukan punéﬂjian TTL., mengisl cerapat Cerapan Sesuai {’erapan, Tapak
TTU. Jika sesual persvaratan maka UTTP . penguiian, Syarar CTT
dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterhitkan | TIDAK K CTT Teknis
SEHP berdasarkan cerapan TTU. hka wdak . ..-41 i UTTR
sesndi persyaraian don tidak dapat diperbaiki, VA '
maka UITP dibubuhkan Tanda Balal dun [
dikembalikan ke Wajib TTL ]
3. Mempersinpkan konsep SKHP sesum dala L Cerapan 30 uwnil | Konsep SKHP
cerapan dari Penery; UTTP dari
o L Penera L B
6. Memeriksa dan momandatangani SKHP: Konsep 15 menit SKHP
i _ | SKIIP
7. | Menerbitkan SKHP dan SKRD, membenkan : Perda 10 menit | SKHP, SERD
! | UTTP dan‘atau SKHP kepadz Wajib TTL, Refribusi Rerkas TTU
| memberkaskan dokumen TTL. _ _‘ UTTE
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. Deskripsi

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara kegiatan pelayanan sidang teva ulang di luar kantor.

. Pihak yang terkait

a. Kepala Unit Metrologi Legn) atau Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;

b. Penera;

c. Pelaksana Administrasi;

d. Wajib TTU.

. Formulir’'Dokumen yang digunakan

Formulir Undangan TTU;

Buku Register;

Konsep SKHP;

Formulir SKRD;

Instruksi Kerja;

f. Cerapan TTU,

. Qutput yang dihasilkan

a. Tapak CTT dan/atau SKHP,

b. SKRD;

¢. Rekomendasi Fasilitasi TTU.

. Prosedur Kenja

Pelaksana Administrasi mengirimkan undangan/ pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun draft konsep SPT Peners;

Kepata UML menandatangani SPT penera;

Pelaksana Administrasi meregister dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir;

Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU., Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tern dicap sah dan/atau cerapan TTU
diserahkan ke Pelaksana administrasi untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU, Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka
UTTP dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU,

Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Pener;

Kepala UML memeriksa dan menandatangani SKHP;

Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU,

PRGOS
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SOP PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG DI TEMPAT UTTP TERPAKAL TEMPAT UTTP TERPASANG TETAP, GUDANG IMPORTIR,
PABRIK, ATAU LABORATORIUM LAIN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA  yanA sOP

UPTD METROLOGI LEGAL

KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

DASAR HUKUM:

1.

2

L

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi

Legal;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemenntah:

Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

NOMOR SOP o 189.6/ 3264
TGL. PEMBUATAN 28 Februan 2019
TGL. REVISI] Il Mei 2022
TGL. EFEKTIF I Mei 2022

DISAHKAN OLEH KEPALAZIINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
K ST USAHA KECIL DAN MENENGAH

UPATEN

&

S Prs. FRANS HAIDAR. M

:BUMEN

=T Upembina Utama Mu
C NIP. 19681229 199009/ 001
: SOP PELAYANAN TERA ATA TERA ULANG
DI TEMPAT UTTP TERPAKAI TEMPAT UTTP

TERPASANG TETAP, GUDANG IMPORTIR, PABRIK,
ATAU LABORATORIUM LAIN,

KUALIFIKASI PELAKSANA:
o Memiliki sertifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi
e Memahami sistem administrasi dan pelavanan

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

Cerapan tera dan tera ulang

Cap Tanda Tera (CTT)

Peralatan pengolah data

Kuitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)
Dafiar Biaya Retribusi Daerah yang Berlaku
Permohonan Tera/Tera Ulang.



)

Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tehun 20138 tentang
UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Tera dan Tera Ulang UTTP;

8. Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang
Unit Metrologi Legal,

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pelayanan Publik;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2019
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
den Susunan Perangkat Daerah,

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusuman SOP Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah kabupaten Kebumen;

13. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susuman Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengzh;

14. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
serta Tata Kerja UPTD Metrologi Legal;

15, SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis.

KETERKAITAN :
SOP Pengelolaan Cap Tandz Tera
SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional UML

PERINGATAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, meke tidak akan terlaksana
Sidang Tera dan Tera Ulang dengan baik dan benar

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Surat Permohonan Tera dan Tera Ulang (Jika Ada)
Data dan Spesifikasi UTTP

Status Sah/Batal UTTP

Biaya Retribwsi

. 2 9




1. Flowchart SOP Pelayanan Tera dan Tera Uling UTTP di Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang Tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau
~ Laboratorium Lain

Kantor UML Mutu Bakuo — |
Nomor Aktifitas Ig;;l[ta Penera Pe:ladkina Wajib TTU Persyarntan | Waktu Output Keterangan
(1) o (2) (3) (4) (3) (6) (7 (8) {*) (10)
I Mengajukan  permohonan  tera/tera  ulang Surat
(TTU) ke kantor Unit Mewrologi  Legal Permohonan
(LML)

2. | Menerima permohonan dan memeriksa ruang Surat 10 menit Bukti Order,
lingkup pelavanan UML. Jika masuk dalam permohonan, Formulir Kaji
ruang lingkup maka meregister permohonan, Buku Ulang Permintaan,
menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk Register Inventarisasi
dalsm ruang  lingkup maka permohonan TTU Permohonan TTU
ditolak. dicatar dalam formulir kaji ulang dan untuk Fasilitasi
selanjutmya diteruskan untuk dilakukan TTU TTu
ke UPT/UML terdekat vang memiliki ruang
lingkup, !

3 Menerhitkian SPT, | —,"; Permohonan | 60 menit SPT
|
4. Melakukan pengujion TTU, mengisi cerapan Cerapan Sesumi Cerupan, Tapak
TTU. Jika sesuai persyarmtan maka UTTP pengujian, Syarat crr
dibubuhkan Tanda Tera dan/stau diterbitkan TIDAK IK,.CTT Teknis
SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak LUTTP
sesuni persvaratan dan tidak dapat diperbaiki,
maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal don
- dikembalikan ke Wayib TTU;
L} Mempersiapkan Konsep SKHP sesuai dumta — v Cerapan 60 menit Konsep SKHP
cerapan dan Penera: I | LITTP dan
. ' Pencra
[ Menandatangant SKHP, Konsgp 15 mienit SKITP
| SKHP
7. Menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD : . Perda 10 memi SKHP, SKRD,
memberkaskan dokumen TTU UTTP. Retribusi Berkas TTU
UTTP

Keterangan: A adalah pelaksanaan kerjasama atou fasilitasi Tera dan Tera Ular%
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. Deskri

psi

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara kegiatan Pelayanan Tera dan Ters Ulang UTTP di Tempat UTTP Terpakai, Tempat UTTP Terpasang

Tetap, Gudang Importir, Pabrik, atau Laboratorium Lain.

. Pihak yang terkait

a. Kepala Unit Metrologi Lega! atau Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;

b. Peners;

c. Pelaksana Administrasi;

d.  Wajib Tera/Tern Ulang.

. Formulir/Dokumen yang digunakan

a. Surat Permohonan TTL;

b. Formulir Kaji Ulang Permintaan;

¢. Buku Register;

d. Formulir SKRD;

. Formulir Konsep SKHF;

f. Instruksi Kerja;

g Cerapan TTLL

. Output yang dihasilkan

& Tapak crr dan/atau SKHP,

b. SKRD;

c. Rekomendasi Fasilitasi TTU.

. Prosedur Ketja

a, Wajib TTU mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor Unit Metrologi Legal (UML),

b. Pelaksana Administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UML. Jika masuk dalam ruang lingkup maka meregister
persnohonan, menyusun jadwal dan SPT. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka permohenan ditolak, dicatat dalam formulir kaji ulang dan selanjutnya
diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki mang lingkup;

c. Kepala UML mencrbitkan SPT;

d. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP
berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;

¢. Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dan Penera;

f. Kepale UML menandatangani SKHF,

g. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD memberkaskan dokumen TTU UTTP



SOP PENANGANAN PELAYANAN TERA, TERA ULANG UTTP ANTAR UNIT METROLOGI LEGAL

UPTD METROLOGI LEGAL

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA " yaMA SOP

KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

' DASAR HUKUM:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 fentang Metrologi
Legal,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang |

- 189.6/ 3363

28 Februan 2019
) Mei 2022
J) Mei 2022

KEPALA DINAS RERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
AHAKECIL DAN MENENGAH
CABAPALEN KEBUMEN

=
NIP. 19681229 199049 | 001

- SOP PENANGANAN PELAYANAN TERA. TERA ULANG

UTTP ANTAR UNIT METROLOGI LEGAL

 KUALIFIKASI PELAKSANA:

Memiliki seruifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi
Memahami sistem administrasi dan pelayanan

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

a = & @

Cerapan tera dan tera ulang

Cap Tanda Tera (CTT)

Peralatan pengolah data

Kuitansi Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)
Daftar Biaya Retribusi Daerah yvang Berlaku



D

UTTP yang Wajib Ditcra dan Ditera Ulang;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Tera dan Tera Ulang UTTP;

8. Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang
Unit Metrologi Legal;

9. Peraturan Dacrah Kebupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019
temtang Pelayanan Publik;

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2019
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

11, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubshan atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peratiran Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Adminisivasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah kabupaten Kebumen;

i3. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah;

14. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
serta Tata Kerja UPTD Metrologi Legal;

15. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis,

KETERKAITAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOF Pengelolaan Cap Tanda Tera » Surat Permohonan Tera dan Tera Ulang (Jika Ada)
SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Operasional UML » Data dan Spesifikasi UTTP

SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Kantor ¢ Status Sah/Baial UTTP

SOP Pelayanan Sidang Tera Dan Tera Ulang Di Luar Kantor » Biaya Retribusi

SOP Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Tempat Pakai/Gudang Importit/
Pabrik.

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, meka tidak akan terlaksana
penanganan Pelayvanan Tera, Tera Ulang antar Unit Metrologi Legal
dengan baik dan benar




1. Flowchrt SO Penanganan Ielayanan Tera, Tera Ulanpg UTTP antar Uit Metrolog egal

Kantor UML A | Kantor UML B Mutu Baku
Nomaor Akgifilas Pelah_sana Adm, | Kepala Efenera PEI;:‘:EM ":'%Il],? Persyaratan | Waktu Output Keterangan
o - ___l. MI A IIMILB I}TLB UML B : ]
LA A 3 ) G)) (51 (4) ) (81 % (10 (n .
1. Mengembalikan LTTP UTTR Surat i
kepada  Wajibk  TeraTem Rukomendag KRekomendasi . i
Llang diserta rekomendasi | I Fasilitosi Fasilitasi '
antuk  dilakukan tera'tera TTU TTU
ulang kepada UML B melalud
| __ . | Kepala Dinas masing-masing |
2z, Menpajukan permohionan LITER
tera‘tera  wlong  (1TU) ke permiohonan
kantor UML B; r B
3. Menernma penuohonan, Sural 0 menit | Bukti Order
meTegiser permohonan, Permohonan
memenksa kelenghupan, VA, TIDAK
mengecek visual, —*
memberikan hukti arder dan TIGAK
menyerahkan ke rwang TTL
(jika alat tersebut dapat
dikerjakan di kanlor) ! _
4. Jika UTTF lerpasang di Konsep SPT 4PT
Tempat Pakai/Gudang, !
! Imporur/Pabrik makg |
diterhitkan ~ SPT  unuk |
melakukan  penpujian i
lipanpan 1. L




5. Melakukan pengujion TTU, Cerapan Sesuai Cerapan,
mengisi cerapan TTL. Jika Pengujian, Syarat Tapak CTT
sesual  puersyaratan naka K, CTT Teknis
UTTP dibubuhkan 1anda tera TIDAK LTTP
dan/atou  diterbitkan  SKHP
berdasarkan cerapan  TTU
Jika tidak sesudl persyaratan
dum  tidak  dapal diperbaiki,
thaka [FTTP  dibubuhkan
Tanda Basal dan
dikemibalikan ke Wapib TTU;

6. Mempersiapkan konsep Cerapan 30 menit | Konsep SKHP
SKIIM sesuzi data cerapan UTTP dan
dani Fenera; pEnLTa i

7. Menandatangani SKHE; ~ Konsep 15 menit SKHP

M SKHP

8 | Menethitkan SKHP, Perda 10 menit | SKIIP,
nienerbitkan SKRD, . Retribusi i SKRD.
memberkaskan dokumen RBerkas TTU
TTU. . __UTIP

2. Deskrips:

Stander Cperasional Prosedur ini menguraikan tata cara penanganan pelayanan lera, tera ulang UTTP antar unit metrologi Jegal

3. Pihak yany terkait

a.  Kepala UML A atau Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Daerah yang berfaku ( vang membenkan rekemendasi);

h. Kepala UML 13 atau Pejabat Berwenang sesuai Peraluran Dacrah yang berlaku (yang memberikan pelayanan terastera ulang);

¢. Pcncra UML B,

d. Pelaksana Administrasi UML I;

e, Wanb TTU.

4. Formwlir/Dokumen yvang digunakan

g. Formulir Bukti Order;

b, Fermulr Kaji Ulang Penmintann;

c. Formulir SKHP;



d. Formulir SKRD,

¢. Cerapan TTU,;

f. Instruksi Kegja.

. Output yang dihasilken

a CTT dan/atau SKHP,

b. SKRD;

¢. Rekomendasi Fasilitasi TTU;

d. Surat Tugas/SPT,

. Prosedur Kerja

a. Pelaksana Administrasi UML A mengembalikan UTTP kepada Wajib Tera/Tera Ulang disertai rekomendasi untuk dilakukan tera/tera ulang kepads UML B
melalui Kepala Dinas Masing-Masing;

b. Wajib Tera/Tera Ulang mengajukan permohonan tera/tera ulang (TTU) ke kantor UML B,

¢. Pelaksana Administrasi UML B menerima permohonan, meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan
menyerahkan ke ruang TTU (jika alat tersebut dapat dikegakan di kantor),

d. Jika UTTP terpasang di Tempat Pakai/Gudang Importir/Pabrik maka Kepala UML B menerbitkan SPT untuk dilakukan pengujian di lapangan;

¢. Pencra UML B melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dan/atau diterbitkan SKHP
berdasarkan cerapan TTU Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, meka UTTP dibubuvhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;

f. Pelaksana Administrasi UML B mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera,

g. Kepala UML B Menandatangani SKHP;

h. Pelaksana Administrasi UML B menerbitkan SKHP, menerbitkan SKRD, memberkaskan dokunen TTU.



SOP PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN PERALATAN PENDUKUNG

UPTD METROLOG! LEGAL

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA |

KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

DASAR HUKUM:

I. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi
Legal;

2 Unj:]ang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintah
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah:

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang |

1896/ 3348

28 Februarn 2019
1 Mei 2022
11 Mei 2022

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF
ﬂi%"fﬁﬁﬁmnum RIAN. PERDAGANGAN,

DISAHKAN OLEH 1 _
I US‘M{A‘KECIL DAN MENENGAH

KEPAL

‘-

p_a’
Rl

ATEN KEBUMEN *

Loy bt 14 10 1

P

fina Utama M
NIP. 19681229 199009 1 001
'SOP PENGELOLAAN STANDAR UKURAN DAN
PERALATAN PENDUKUNG

NAMA SOP

| KUALIFIKASI PELAKSANA:
o  Memiliki sertifikat diklat penera dan/atau uji kompetensi
¢ Memahami sistem administrasi dan pelayanan

PERALATAN / PERLENGKAPAN:

| e Cerapan tera dan tera ulang
Cap Tanda Tera (CTT)
e Peralatan pengolah data

| o



UTTP vang Wajib Ditera dan Ditera Ulang,

7. Peraturan Menteri Pordaganpan Nomaor 68 Tahun 2018 tentang
Tera dan Tera Ulang UTTP:

8. Peraturan Menten Pedaganpan Nomor 113 Tahun 2018 tentanp
Unil Metrolog egal;

9. Peraturan Daerah Kuabupaten Kebumecn Noinor 6 Tahun 2019
tentang Pelayanan Publik;

[1). Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2019
tentang Retribusi Pelayvanan Tera/Tera Ulang;

11. Peratyran Daerah Nomeor 5 Tahun 2021 tentany Perebahan alas
Peraturan Draerah Nomor 7 Tabun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah:

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomaor 128 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyvusunan SOP Administrasi Pemenntaban  di
ingkungan Pemerintah kabupaten Kebumen;

|3. Peraturan Bupati Nonor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Orpanisasi, Tugas dan Fungsi. serla Tata Korja Dinas
Perindustrian, Terdagangan, Koperasi Usaha  Kecil dan
Monengah;

|4 Peraturan DBupati Nomor 143 Tahun 2027 tentong
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Oreanisasi, Tueas, Fungs,
serta Tata Kerja UPTD Metrolugi Legal,

(5. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis.

KETEREAITAN - R 71 UPENCATATAN DANPENDATAAN.

. S0P Pelayanan kepada Wajib Tera/Tera Ulang UTTP . » Surat Permohanan Verifikasi

© 80P Pelayanan Tera dan Tera ulang di Kanter dan di Luar Kantor ' e Surat Tugas

i . » Dafiar Standar Ukumn don Peralatan Pendukung

. PERINGATAN: _ . » Tormulir Peminjaman Standar Ukurar dan Peralatan
_Apabila SOP im fidak dilaksanakan, maka tidak akan tepaminnya _ Pendukung

: kualitas pengujian dalam rangka tera dan cra ulang. . w Jadwal Rekalibrasi Standar Ukuran dan Peralatan

Pendukung




1. Flowchort SOP Peminjarman Standar Ukuran dan Feralatan Pendukumg

)

Kantor ML Mutu Baku
. PIC
Namar Adifitas ) Kepala /ML Peralatan Penera Persvaratan Waktu Output Reterangan
© yang bervwenang .
Slandar

(1) (2) (3} (4) (5) {tn) {7) (8) (9}

1. Menugaskan penera untuk melaksanakan Surat 30 menit 5PT
tera‘tera ulang (ITU) di Kantor, sidang tera Parrnchunan
ulany atan pelavanam tera dan lera elang UTTP

vdi tampat UTTP terpakad, tempat UTTP
' temesang tetep, gudang importr, pabeik, atau
laboratoriwn lain;

2. Menerime penugasan dan menginventarisir Surat Tugas, | 30 menit | Draftar Standar
standar vkuran dan peralatan pendukung yanp Formuli/Buky Lkuran dam
dibmtubkan untuk melakukan pengujiang Peminjaman Peralatan

Standar Fendukung
yang
dibutuhkam

3. Menminjam  standar ukuran dan  peralatan Surat Tugas, 15 mentt | standar nkuran
pendukung vang diperlukan; — i

peralatan
pendukung
S . vany dipinjam

4 Muncatat  slandar  ohuran  dan peralatan FormulinBuku | 15 memnit Relarnan
pendoiqung yang, dipinfam dalam il Peminjaman Peminjaman |
formulinTiuku Perninjaman Standar; o Standar Peralatan

Standar
uliuran dan
peratatan
i pendukung
5. Melaksanakan Peagujian L'I'TF; ¥ Surat Tuigas Sesuai Corapam
Standar Sural Pengujian
Cerapan Tugos LELP




Mengembaltken standar wkuran dan peralaton
pendukung vang dipinjam;

| standar ukuran

dan peTalatan

|5 menit

staindar ukuran

- dan peralatan

prendukung pendukiang
yang dipitjam yang
o - dikembalikan
T Mencatat standar  ukunim  dan peralaian Formulir/Bukn | 15 menit Rekaman
pendukune  vany  dikgmnbalikan dalmn ¥ Peminjaman Paminjaman
formnwlinBuku Peminjmuan Standar  Uhuran : I Standar Standar
don Peradatan Pendubung, ukuran dan
peralatan
pendukung
2. Ffowchart SOP Verilikasi Ulang Standar Ukuren den Peralatan Pendokung (Eksternal b
| Kantor UML BSML/ Mulu Baku
. Kepala UML PIC Ditmet
Nomar Akdifitas yang Peralatan Penera Persyaratan Waktu Qutput Keterangan
herwennng Standar
(1 (2} (3] {4 (5} {6} {7 (8] (5} {10)
L. Mendata dan menjadwalkan vurifikasi Daftar 1 hari Rencana jadwal
ulang stamdar Ukeran dan Peralatan Standar verifikasi
Pendukung; Tkuran dan | samdar
Peralatanr ! Ukuran dan
E Pendukung Peralatan
o Fendukung
2 Memeriksa jadwal verifkas  din Rencana 30 menit konsep surat Melampirkan
- memarat konsep permohonan jadwal prrmohonan daftar Slandar
verifikasi - sefta mengajukannnya X verilikasi verilikasi L:kuran dan
kepada Kepata UML vang berwenanp; standar Peralatan
Ukuran dan Pendukong dan
Peralatan rencana jadwal
‘ Pendubung veriflkasi




pendukung

£ Menetapkan  jadwal  pelaksanaan ' kunsep sural 15 menit Sural Melampitkan
veritikasi ulang  standar  dan l " penmnhonan Permahonan Daftar Standar
mengaiukan permohaonan verifikas: vertfikasi Ukuran dan
pelaksanakan  veriltkasi  slandar Standar Peralatan
Lkuran ¢dan Perglaran Pendukung ke Ukuran dan Pemdukumy
RESMI/Fhbmet; Peralatan
1. — I P Pendukung
4, MhMoelaksanakan  venfikasi  Standar Sural acsuan 51LA Senifikal
Lkuran dan Peralatan Pendukunp il permohienan Fyervic Standar
verifikasi Level Lkuran dan
| I Standar Agrraement) Putalatan
Ukuran dan Pendukung
Peralatan
_ o pendulung
3. Flowchart SOP Verifikasi Standar Ukuran dan Poratatan Pendukung {Internal).
L _Kaotor UML Mutu Baku
Nomaor Aktifitas Kepala CML I"IC1 Perzlatan Penera Persyaratan Wakta Outpat Keterangan
yang berwenang Stapdar
ED I 3 (3) (4) 83y _.]. &) (7) (8) (5}
L. Mhendata dan menjadwalkan verifikasi standar Dafiar Standar | Tier: Rencana
Lkuran dan Peralatan Pendukung vang akan [Jkuran dan jadwal
" diverifikasi secara internal. Peralatan verifikasi
Pendukung standar
Ukuran dsn
Peralaran
e . _ o Pendukung
3. Memeriksa jadwal wverifikasi internal dan ) Rencana 30 menit Jadwal . Melampirkan
mengajukannnya kepada Eepala UML yumg jadwal verifikast | daftar Standar
berwenang,; verifikasi standar Ukuran <kn
elandar Llkuran dan Peralatan
Ukuran dan peralatan | Pendukung
i Peralatan Pendukung




S ™

3, Menetapkan  jadwal polaksanaan  venlikasi Jadwal | han PIC verifikasi
inlpmal  standar Lkwran  den Peralaran verifikasi Standar
Pendukung; Standar Lkuran dan

ukuran Peralatan
dan Peralalan Penduicung
o ) | Pendukung

1, Melaksanakan venfikasi  intermal  standar l PIC verifikasi Sesuai Konsep
Ukurann  den  Peralatan  Pendukung dan i standar Jumnlah serlifikal
memboat  konsep  semifikat Ukuran  dan ; Ukuran stendar | standar ukuran
Peralaran Pendukung; ! dan Peralaian Uikuran dan

! Pendukung. dan Peralatan
! Instruksi kerja | Perlatan Pendlukung
' Pendukung
yang
diverifikasi

5. Memeriksa konsep sertifikat standar ukuran konsep 10 menit konsep

dan Peralutan Pendukbemg: sertifikal A serhifikat
standar kansap standar

: Ulkuran sartifikar Llkyran dan

! dan Peralatan Feralatan

i Pendukung Pendukung

i vang telah

] i diperiksa

6. Menandatangani sewtifikar verifikas: standar Konsep 13 menit Sertifikat

Lkuran dan Peralatan Pendukung, sertifikat Standar
standar Ukuran dan
{Tkuran Peralatan
dan Peralatan Pendukung
Pendukunyg
Yang

telah diperiksa




4. Fowcharr SOP Pemeliharaan Standar Ukoran dan Peralatan Pendukung

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara kegiatan pengelolaan standar Ukuran dan Peralatan Pendukung di Unit Metrologi Legal.
6. Pihak vang terkait

a. Kepala Unit Metrologi Legal atau Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Duerah vang berlaku,

b Pergra;

c. Penangguny jawah teknis,

d.  BSML/Ditmet alau laboratorium lain yang terakredilas,

Kantor UML Mutu Baku o Keterangsgn
. PIC
; Nomor Adkdificas Peralatan Pencry Persyaratan Waktu Dutput
| Standar B
(13 {2 (3) (41 [5) (6) o {7} (8}
L Mengkoordinasikan  kegiatan  pengelolasn D 4jam | Daftar PIC pengelulaan  standar
standar | kuran dan Peralatan Pendulung; Lkuran dan Peralatan Pendukung
2, Melakukan pengelolaan standar Ukuran doe Daftar Standar | L had  |=  Rekaman kondisi lingkungan
Penilalan Pendukung yang meliputi: Ukiman dan =  Rekaman peminjaman standar
= Invenlaisas peralalan, Feralalan Ukuran dan Peralatan
* Perelecaman pengpunaan slandar Luran Pendukung Penduiung
dan Peralatan Pendukung; Fotmulir
= Penpecekan standar Ukwuran  Peralatzn + perekaman
Pemcdikung; dan kondis
= Perckaman suhu dan kelembapim ruany lingkungan
penyimpenan  standar  Ukwran dan Fonnulir
Peralatan Pendukunp setiap lari. peminjaman
standar  L'kuran
dan  Peralalan
I P . o Pendukung ) ]
3. | Melakukan monitoring dan cviluasi kepiatan Rekaman P hari  Laporan monitoring dan evaluasi
pengelolaan standar Ukwan dan  Peralstan kendasi slandar Ukueran dum  Peralatan
Pendukung; Rekzinan Pendukimg,
pEMminjaman
standlar 1kuran
dan  Peralatan
_ Fendukung
5. Desknipsi



) )

7. Formulir/Dokumen yang digunakan
#. Surat Perintah Tugas;
b. Formulir peminjaman standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
¢. Formulir daftar standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
d. Formulir jadwal verifikasi standar Ukuran. dan Peralatan Pendukung;
¢. Formulir pengkondisian ruangan.
8. Output yang dibasilkan
a. Rekaman peminjaman standar Ukwran dan Peralatan Pendukung;
b. Rekaman daftar standar Ulkuran dan Peralatan Pendukung;
¢. Rekaman jadwal verifikasi standar Ukuran dan Perzalatan Pendukung;
d. Sertifikat kalibrasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;

1) Kepala UML menugaskan penera untuk melaksanakan tera/tera ulang (ITU) di tempat pakai/luar kantor, sidang tera ulang atau pejayanan tera dan tera
ulang UTTP di tempet UTTP terpakai, tempat UTTP terpasang tetap, pudang importir, pabrik, atau laboratorium Jain;

2) Penera menerima penugasan dan menginventarisir standar Ukuran dan Peralatan Pendukung yang dibutuhkan untuk melekukan pengujian;

3) Penera meminjam standar Ukuran dan Peralatan Pendukung yang diperiukan,

4) PIC peralatan standar mencatat standar ukuran dan peralatan pendukung yang dipinjam dalam formulir/Buku Peminjamen Standar,

5) Penera melaksenakan Pengujian UTTF,

6) Penera mengembalikan standar Ukuran dan. Peralatan Pendukung yang dipinjam;

7) PIC peralatan standar mencatat standar ukuran dan peralatan pendukung yang dikembalikan dalam formulir/Buku Peminjaman Standar Ukuran dan
Pemlatan Pendukung.

b. Verifikasi Ulang Standar Ukuran den Peralatan Pendukung (Eksternal)
1) Penera mendata dan menjadwalkan verifikesi ulang standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
2) PIC peralatan standar memeriksa jadwal verifikasi dan membuat konsep permohonan verifikasi serta mengajukannnya kepada Kepala UML yang

berwenang;

3) Kepala UML yang berwenang menetapkan jadwal pelaksanaan verifikasi ulang stendar dan mengajukan permohonan pelaksanakan verifikasi standar
Ukuran dan Peralatan Pendukung ke BSML/ Ditmet/ Provinsi DKI/ Lab. Terekreditasi;

4) BSML/ Ditmet/ Provinsi DKI/ Lab. Terakreditasi melaksanakan verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung.

¢. Verifikasi Standar Ukuran dan Peralaten Pendukung (Internal)

1) Pencra Mendata dan menjadwalkan verifikasi standar Ukuran dan Peralatan, Pendukung yang akan diverifikasi secara internal;

2) PIC peralatan standar memeriksa jadwal verifikasi internal dan mengajukannnya kepada Kepala UML yang berwenang,

3) Kepala UML/yang berwenang menctapkan jadwal pelaksanaan verifikasi intemal standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;



) )

4) Penera melaksanakan verifikesi internal standar Ukuran den Perslatan Pendukung dan membuat konsep sertifikat standar Ukuran dan Perelatan
Pendukung;
5) PIC peralatan standar memeriksa konsep sertifikat standar ukuran dan Peralatan Pendukung;
6} Kepala UML/yang berwenang menandatangani sertifikat verifikasi standar Ukuran dan Peralatan Pendukung,
Pemeliharaan Standar Ukuran dan Peralatan Pendukung
1) Penanggungjaweb yang ditmjuk mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
2) Penera melakukan pengelolaan standar Ukuran dan Peralatan Pendukung yang meliputi:
s  Inventarisasi peralatan;
«  Perckaman penggunaan standar Ukuran dan Peralatan Fendulrmlg‘
= Pengecekan standar Ukuran dan Peralatan
= Perekaman suhu dan kelembapan ruang penyimpanan standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
3) Penanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;



SOP PENGELOLAAN CAP TANDA TERA (CTT)

UPTD METROLOG! LEGAL

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA

KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

DASAR HUKUM:

-

UIndang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrolog

Legal,

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 temang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinmahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemenntah:

Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang
UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

' NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP

189.6/

28 Februan 2019
1 Mer 2022

/] Mei2022

AGANGAN,
GAH

- SOP PENGELOL AAN CAP TAN’DA TERA (CTT)

KUALIFIKASI PELAKSANA!:
o Memiliki sertifikat diklat penera dan‘atau uji kompetensi
o Memahami sistem administrasi dan pelavanan

PERALATAN / PERLENGKAPAN:
e Surat Keputusan Penanggungjawab Pengelolaan Cap
Tanda Tera (CTT)
¢ Buku Pengelola Cap Tanda Tera (CTT)
e Surat Perintah Tugas
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7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Talnm 2018 tentang
Tern dan Tem Ulang UTTP;

3. Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang
Unit Metrologi Legal;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pelayanan Publik;

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahwn 2019
tertang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Dastah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemeritahan di
Lingkungan Pemerintah kabupaten Kebumen;

13. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunzn Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah;

14, Peraturan  Bupati Nomor 143 Tahun 2021 tentang
serta Tata Keja UPTD Metrologi Legal;

15. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis.

16. SK Dirjen SPK 248/SPX/KEP/12/2013 tentang Petumjuk
Teknis Pendistribusian, Pengelolaan, Pemeliharaan,
Penggunaan dan Pengawasan Cap Tanda Tera.

KETERKAITAN :

SOP pelayanan tera dan tera ulang di kantor,

SOP pelayanan di tempat sidang tera dan tera ulang,

SOP pelaksanaan tera dan tera ulang di tempat UTTP terpasang
tetap/gudang importir/lokasi pabrik atau tempat UTTP terpakad

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
» Surat Permohonan Tera dan Tera Ulang (Jika Ada)
e Penggunaan CTT

PERINGATAN:
Penyalahgunean wewenang dari Penera yang mengakibatkan
pencabutan jebatan fungsional Penera




1. Fowcehari Permshonan dan Pengembalian 170 Ke Ditmed

N Kanter UML Mutu Baku
Nomor Aktifitus I:;[::LJ I«;Je;]lﬂLh F:fﬂnkes;u';'a Ditmet Persvaratan | Wakis ! Outpue hMErn_ngan
(1 £2) {3) (4] {(3) (6} (7} {8 (9} _ oy
l. Mengusulkan daftar kebutuhan CTT untuk rahun Tuinlah penera 1 haard Dallay
berikutnya; dan keglalan ketutuhan 17T
I ] pada LML untuk tahun
L R s rerkait berikumya
2. Menzajukan permuohonan ke Dirckior Metralogi; ' Liaftar 30 Surat
kebutuhan CTT | menit permohonan CTT
| untuk tahun untuk tahun
i herilcumya | . herikumya
3 Menemventarisasi kebutuhan CTT, menetapkan l. Sueat 30 CTT. Surar Dinas
kebutuhan CTT mengepak CTT; . permohonan menit Llirektur
oy betrologl
nnruk tahun
. | benkumya
4. Menerima surat dan  membuat SPT  unhuk d e Sural [inas 30 SPY
pengambilan CTT ke Dhrektorat Metrolog:, : Direbtar menit
. Metrologi .
s dMimbuka katak CTT, memeriksa, SPT [han = CTT Wakin
menpidentilikasi jenis dan jumiah Cap Tando ¥ *  Lamnping pendistribusion
Tern, membandingkan dengan dafiar pada surat kumingan November-
pengantar dari Direktur serta menandatangani r  keyu rapak Desamber
Buku Penpambilun Cap Tanda Tera apatila telah tera tahun berjalan
sEsuAi; v Pengantar
Dhistretnsd
CTT
;7 BA Serah
terima CTT




— T . —
6. | Kepala Dinas menerima CTT setelah pemakaian l CTT I'hari =  Surat Dings Cap Tanda Sah
CTT seclama setahun menandatangani Bentny | ——— [’ﬂ'tgcmbnlmn harus disimpan
Acara Serah Terima Cap Tanda Sah Yang Telah crr dalam kotak
Habis Masa Pembububanoya ; * BA Setéi_l_trr tunﬂt_?n;; dan
terima i
7. Menenma CTT yang telah habis masa -ETT 1 han CTT yang
berlakunva dan berita acara pengembalian CTT | - Surat Dinas dikembalikan
tanda rern sah. | Pengembalian
CTT
| - BA Serah
- terima CTT
2. Flowehart Penggunaan CTT
' Kantor UML Mutu Baku .1
Kepala Pelaksana Keterangan
Nomor Aktifitas | vang | Penera 5:;:133““5 adm, Persyaratan | Waktu Output rang
, | berwenang C
L () (2) | (3) (4) (5) (6) (7) () (9) (10)
[ i: Mempersiapkan Surat Tugas untuk pelaksanaan | Surat Smenit | Konsep SPT
tera dan tera ulang; I | permohonan
[ | ] | otau jadwal
| | pelaksanann
| tera dan tera |
! ulang
2, Menandatangani Surat Tugas, i Ii — Konsep SPT | 15 menit SPT
| . L d -
3, Mengajukan formulir CTT dan perlengkapan | SPT |Smenit | Daftar ?1
= = R . akn
lain yang akan dipinjam; | & };lﬂl-:l].'ilﬂ Jan
|




Mencatal jumlsh dan jenis CTT yang akan
diptnjam pada buku pengelolaan CTT dan
mempersiapkan CTT;

»  “enerima dan meimeriksa kesesunian junilah

renis O vang  dipinjam  dan

menandatangani boku pengelelaan CTT;

= engpunakan CTT untuk pelaksansan wra

Gun fera ulang
*  Mengembalikan C11 dan menandatangan
Bukuo pengelolaan CT]

Memastikan CTT elah sesum dengan Bukp
pengelolaan CTT dan menyimpan CTT ke dalam
brankas CTT,

Daftar CTT | 20 munit CTT
yang akan
dipanyjarn,
Bukn
pengelulaan
L erT }
CTT I han CTT. Buku Jika uniuk
pengelolaan sidang di
CTT kamter CTT
dipastikan
trdak dibawa
keluar
kantor,
Jika untuk
sidang di
luar
antor/loko,
dipastikan
PrRUnAn
1y
disesuaiknn
dengan Surat
Tugas
C1°7T, Buku | 30 menit CTT dalam
pengelolasn brankas
CTT CTT, Buku
pengelolaan

CTT
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. Deskripsi

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara kegiatan pengelolaan Cap Tanda Tera.
. Pihak yang terkait

a. Kepala Unit Metrologi Legal atau Pejabat Berwenang sesuai Peraturan Daerah yang berlakw;
b. Direktorat Metrologi;

c. Penecrz;

d. Penanggung Jawab CTT;

¢. Pelaksana Administrasi.

. Formutit/Dokumen yang digunakan

a Lampiran | Keputusan Digen SPK 248/SPK/KEP/ 12/2013;

b. Lampiran 3 Keputusan Difjen SPK 248/SPK/KEPY 12/2013;

¢. Lampiran 6 Keputusan Dirjen SPK 248/ SPK/ICEP/ 12/2013;

d. Lampiran 12 Keputusan Dirjen SPK 248/ SPK/ ICEP/ 12/2013; dan

¢. Buku pengelolaan CTT.

. Owtpurt yang dihasilkan

a. CTT dan Perlengkapannya;

b. Buku pengelolaan CTT.

. Prosedur Kerja

a. Permohonan dan Pengembalian CTT Ke Ditmet

1) Kepala UML mengusulkan dafiar kebutuhan CTT untuk tahun berikutnya kepada Kepala Dines;

2} Kepala Dinas mengajukan petrmohonan ke Direktorat Metrologi paling lambat dikirimkan tangeal 30 Aprit di tahun berjalan;

3} Direktur Metrologi menginventarisasi kebutuhan CTT, menetapkan kebutuhan CTT dan mengepak CTT kemudian memberikan surat dinas kepada
Kepala UML dan Kepada Dinas;

4) Kepala Dinas stau Kepala UML menerima surat dan membuat SPT untuk pengambilan MT ke Direktorat Metrologi,

5) Penera atau petugas administrasi bersama sama petugas dan Direktorat Metrologi membuka kotak CTT, memeriksa, mengidentifikasi jenis dan jumlah
CTT, kemudian membandingkannya dengan dafiar pada surat pengantar dan Direktur serta menandatangani Buku Pengambilan Cap Tanda Tera apabila
telah sesuai;

6) Kepala Dinas menerima CTT, setelah pemakaian CTT selama setabun menandatangani Berita Acars Serab Terima Cap Tanda Sah Yang Telah Habis
Masa Pembubuhannya paling lambat 2 Januari ;

7} Dirckiorat Metrologi menerima CTT yang telah habis mase berlakunya dan berita acara pengembalian CTT tands tera sah paling lambat 31 Januari.

b. Peminjaman CTT untuk Kegiatan di Luar Kantor

1) Pelaksana atau pencra mempersiapkan Surat Tugas untuk melaksanaken tera dan tera ulang berdasarkan surat permohonan atau sesuai dengan jadwal
tugas sidang kantor,

2) Kepala Dinas atau Kepala UML menandatangai Surat Tugas penera yang akan ditugaskan;

3} Penera mengajukan formulir peminjaman CTT dan perlengkapan lain yang akan dipinjam kepads penanggung jawab CTT;
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4) Penanggung jawab CTT mencatat daftar CTT yang akan dipinjam pada buku pengzlolaan MT dan mempersiapkan CTT;

5) Pencra Menerima dan memeriksa kesesuaian jumlah jenis CTT yang dipinjam dan inenandatangani buku pengelolsan CTT, menempatkan dan menaruh
nﬂgﬁaggggﬁg_g_EEEENEEW%QFE%:EE%&EE
peruntukannya. Setelah selesai digunakan membersihkan CTT dengan sikat kawat/kain pembersih dan bahan berupa cairan pembersih logam vang tidak
menimbulkan karat/pelumas anti karat, mengembalikan CTT dan menandatangant buku peminjaman CTT;

6) Penanggung jawab CTT memastikan CTT telah sesuai dengan Buku pengelolaan dan memasukan kembali CTT perlengkapannya ke dalam brangkas.



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA

SOP MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN OPERASIONAL UML

UPTD METROLOGI LEGAL

KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

DASAR HUKUM:

l.

2,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrolog
Legal;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Duaerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah:

Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur,

NOMOR SOP - 189.6/ 22w
TGL. PEMBUATAN | : 28 Februari 2019
TGL. REVISI |1 Mei 2022
TGL. EFEKTIF © | Mei 2022

DISAHKAN OLEH - KEPALAA

W

"\:_. "::__5 ] 1 Eé-?_n

) ___ NIPT19681229199009 1001 |
NAMA SOP . 'SOP MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
OPERASIONAL UML

' KUALIFIKASI PELAKSANA!
e Memiliki wawasan kemetrologian
« Memahami sistem manajemen dan administrasi
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6. Peraturen Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang |
UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tabun 2018 tentang
Tera dan Tem Ulang UTTPF;

8. Peraturan Menteri Pedagangan Nomer 115 Tahun 2018 tentang
Unit Metrologi Legal;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019
tentang Pelayanan Publik;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2019
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

11, Petaturan Daerah Nomor § Tahun 2021 teniang Perubahan atas
Peraturan Dacrah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah kabupeten Kebumen;

13, Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah;

14, Persturan  Bupati Nomor 143 Tahun 2021  tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,
serta Tata Kerja UPTD Metrologi Legal;

KETERKAITAN :
Seluruh SOP ferkait kegiatan di Unit Metrologi Legal

PERALATAN / PERLENGKAPAN:
» Formulir jadwal Monitoring dan Evaluasi
¢ Surat Pemberitahuan kegiatan Monitoring dan Evaluasi

PERINGATAN:
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka tidak akan terlaksana

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Seluruh dokumen dan formulir terkait kegiatan di UML

 kegiatan Unit Metrologi Legal (UML) dengan baik dan benar




1. Flawekart S0P Mamtoring dan Fyvaleasi

Kantar LML Mutu Baku
. Kepala .
Nomer Aktifitas PIC Personil ) Kelerangan
yang f I*ersyaratan Waktu Quepnt =
o B Perwenang | Monev UML
(1} . (2 (3} P4 (3} {7} (8} (9 (10}
i. Nembuat jadwal rencana kegeatan monay; Formulir Jadwal 3 menit Rencana
Money Jadwal
I I INONEY;
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S : money
2. Menvetujui jadwal kegiatan money: Rencana jadwal | 15 menit Surat
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' manev, jadwal
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Imoenay
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Nomor 4 tentang | dengan jenis
formulir’dokumen kegiatan
) vang digunakan’} | B
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kegiatan monev; ; C] : Rekomendasi/ Tindak lanjut
' Tinelzek lanjul hasi hasal kegialan
‘ ‘ _ kegiatan monev money
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2. Deskripsi
Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi:
a. Audit Intemal,
b. Rapat Evaluasi Tahunan,
3. Pihak yang terkait
a. Kepala Yang Berwenang sesuai Peraturan Dacrah yang berlaku;
b. Penenggungiawab;
¢. Seluruh persomil UML.
4. Formuliv/Dokumen yang digunakan
Formulir jadwal kegiatan money tahunan;
Formulir ketidaksesuaian hasil asesmen oleh badan cksiernal;
Formulir hasil audit internal terakhir;
Formulir verifikas tindakan perbaikan;
Laporan hasil uji-banding (interkomparasi) antar UML 6ika ada);
Formulir kaji ulang permintsan;
Formulir kuesioner, umpan balik Wajib Tera/Tera Ulang UTTP;
Formulir pengaduan,
Formmtlir daftar personil SDM UML;
Formulir rencana kegiatan pelatiban SDM;
Formulir daftar standar Ukuran dan Peralatan Pendukung;
. Formulir pengelolaan Cap Tanda Tera (CTT).
5. QOutput yang dihasilkan
Laporan hasil money sesuai dengan jenis kegiatan money yang dilakukan: Audit Internal dan Rapat Evaluasi Tahunan
6. Prosedur Kerja
Petugas yang diberi tanggungjawab (PIC} membuat jadwal rencana kegiatan monitoring dan evaluasi (money) UML yang meliputi jadwal audit internal dan
rapat evaluasi tahunan;
Kepala yang berwenang menyetujui jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi UML,
Pihak-pihak yang terkait melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi;
PIC membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi UML dan menyampaikannya kepada Kepala UML;
Kepala UML menyetujui langkah-langkah yang akan dilaksonaken dalam rangka peningkatan. kinerja UML.
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